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ABSTRAK

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) kehadirannya sudah ditunggu-
tunggu sejak diundangkannya Undang-Undang No. § Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.(UUPA) hal itu bisa dibaca pada pasal 51 undang-undang
tersebut

Dengan diundangkannya UUHT n menghapus dualisme peraturan jaminan yang
berhubungan dengan tanah. Disamping itu diharapkan dengan kehadiran UUHT akan
dapat mengantisipasi perkembangan dunia bisnis maupun perbankan mengingat
pentingnya kedudukan dana perkreditan dalam proses pembangunan, pemberi kredit
maupun penerima kredit serta pthak-pthak terkait perlu mendapat perlindungan meialui
suatu iembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian bagi pihak-
pihak yang berkepentingan.

Ciri-ciri yang menonjol dari Hak Tanggungan yang menyebabkan memberikan
jaminan kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi bank sebagai
lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat baik elalut simpanan giro, tabungan
dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat berupa pinjaman kredit
adalah :

¢ Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada pemegangnya

(droit de preference);

» Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada

(Droit de Suite),

» Hak tanggungan bersifat mutlak
» Mudah dan pasti eksekusinya

Sebagai lembaga jaminan salah satu ciri yang menonjol bagi hak Tanggungan yang
kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji
(wanprestasi) yaitu bisa ditempuh dengan berbagai cara yaitu dengan parate eksekusi,
sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial dengan dibubuhkannya irah-
irah yang berbunyi 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
dan dimungkinkannya penjualan di bawah tangan sehingga akan menguntungkan para
pihak .

Ketentuan UUHT sebagai buatan manusia tente masih mengandung beberapa
kelemahan yang perlu disempurnakan.

Key words : Hak Tanggunga --- Mudah dan pasti

vill
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BAB - |

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Krisis moneter yang kemudian berdampak pada krisis kepercayaan
yang terjadi di negara Kita sejak tahun 1997 belum berakhir sepenuhnya.
Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan terkena pula dampak krisis
tersebut antara lain dampak yang cukup besar dirasakan dengan dilakukannya
likuidasi beberapa bank-bank swasta dan kemudian dilakukannya merger
beberapa bank milik pemerintah maupun bank swasta agar lembaga perbankan
nasional tetap efisien, profesional khususnya daiam menghadapi persaingan.
Menghadapi situasi vyang demikian ini  perbankan harus berusaha
mengembalikan kepercayaan masyarakat agar krisis yang berkepanjangan ini
dapat segera teratasi. Perbankan yang mempunyai tugas pokok sebagai
penghimpun dana masyarakat melaiui simpanan giro, tabungan dan deposito
kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui pinjaman
kredit tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian, mengingat dana vyang
disalurkan milik masyarakat juga. Bank bertanggung jawab atas kembalinya
dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan kesepakatan-
kesepakatan yang dibuat antara bank dengan nasabah.

Pembangunan bidang ekonomi yang muiai menampakkan kegatrahan
membutuhkan dana yang fidak sedikit untuk membiayainya Kegiatan
pembangunan yang semakin meningkat seiring dengan semakin pulihnya

sektor perekonomian membawa konsekuensi pada pendanaannya, hal ini
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merupakan tantangan besar bagi sektor perbankan dalam menjalankan
fungsinya. Pendanaan suatu kegiatan bisnis membutuhkan biaya yang cukup
besar baik untuk perluasan kegiatan bisnis maupun untuk investasi yang
mungkin tidak bisa dilakukan secara swadana.

Keteriibatan pihak perbankan sebagai lembaga keuangan sangat
dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pelaku-pelaku bisnis yaitu melalui
pemberian pinjaman kredit. Dalam memberikan pinjaman kepada pihak yang
membutuhkan, bank {erikat kepada aturan-aturan yang berlaku serta prinsip-
prinsip pemberian kredit yang sehat agar pinjaman yang diberikan kepada
masyarakat dapat kembali dengan aman sesuai dengan perjanjian yang
disepakati bersama antara kreditor bank dengan nasabah debitor mengingat
pinjaman yang diberikan oleh pihak bank berasal dari dana masyarakat yang
dihimpun melalui tabungan, deposito ataupun simpanan giro yang merupakan
bisnis utama lembaga perbankan. Pesatnya perkembangan perkreditan tidak
lepas dari perkembangan sektor ekonomi pasca krisis walaupun belum
sepenuhnya pulih.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan mengatur tentang pengertian kredit. Dalam pasal terseput dikatakan
bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumiah bunga,
imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Ketentuan tentang pengertian kredit

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ini kemudian
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dirubah dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
mengatur tentang pengertian kredit. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka wakiu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam Undang-Undang WNo. 10 Tahun 1998 ini dipisahkan antara
pengertian kredit yang diberikan oleh bank konvensional dan pengertian
pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank syariah. Pasal 1 angka 12 Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 mengatur tentang pembiayaan berdasarkan
prinsip-prinsip syariah. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uvang atau tagihan tersebut sefelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil. Dari kedua pasal tersebut walaupun pada
prinsipnya sama yaitu memberikan pinjaman uang kepada nasabah debitor
namun pada bank konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan pada
bank syariah menggunakan istilah imbalan atau bagi hasil.

Kata “kredif” sendiri berasal dari asal kata “credere’ yang artinya
kepercayaan sehingga apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank
berarti orang tersebut dipercaya mampu mengembalikan kepada bank atas

pinjaman yang dibenkan. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang No. 10
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Tahun 1998 tidak mengatur secara eksplisit tentang keharusan memberikan
barang jaminan untuk mendapatkan kredit. Dalam pasal tersebut hanya
dikatakan bahwa bank wajib mempunyal keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor
untuk melunasi utangnya. Namun dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan
bahwa Kkredit yang diberikan cleh bank mengandung nisiko sehingga dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
Selanjutnya masih dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun
1992 tersebut dikatakan bahwa untuk mengurangi risika jaminan pemberian
kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk
melunasi utangnya sesual dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting
yang harus diperhatikan oleh bank. Tampaknya yang dimaksud dengan
Jaminan dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1958 bukan
agunan sebagaimana yang biasa dilakukan dalam praktek perbankan.

Sebelum pinjaman tersebut diberikan kepada nasabah debitor, bank
wajib membuat penilaian terhadap calon nasabah debitor yaitu tentang watak
(character), kemampuan (capacity), modal (Capitaf), agunan (Collateral}, dan
kondisi perekonomian {condition of economics) atau yang dikenal sebagai “ThHe
Five C's of Crediet Analysis” Bila dilihat dari “The Five C’s of Crediet Analysis”
sebagal  penilaian bank sebelum memberikan pinjaman kepada debitor,
agunanfjaminan merupakan salah satu penilaian saja namun dalam praktek
perbankan agunan atau jaminan sendiri merupakan faktor yang penting dan
dominan karena pada kenyataannya setiap pemberian pinjaman bank selalu

mensyaratkan adanya agunan walaupun dalam Undang-Undang Perbankan
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baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 maupun Undang-
Undang No. 10 Tahun 1988 tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara
tegas tentang perlunya jaminan dalam setiap pinjaman bank.

Bentuk jaminan sendiri ada yang merupakan jaminan percrangan
(personal guaranty) dan ada pula jaminan kebendaan (persooniijke en zakefijke
zekerheid). Jaminan perorangan timbul adanya hubungan hukum yang akan
menimbuikan kewajiban untuk pembayaran pada salah satu pihak. Jaminan
perorangan dimaksudkan agar kreditor mendapatkan kepastian bahwa
pembayaran akan dilakukan oieh debitor maka dilibatkan pihak ketiga yang
bersedia untuk menjadi penjamin debitor. Jaminan perorangan ini diatur dalam
Buku — [i1 BW vaitu pada pasal 1820 sampai dengan pasat 1850 B¥V. Jaminan
perorangan hanya dapat dituntut pada orang tertentu saja dalam hal ini pihak
yang menjadi penjamin. Sedang jaminan yang bersifat kebendaan dapat
dituntut dimanapun benda itu berada artinya walaupun benda yang dipakai
sebagai jaminan sudah tidak berada dalam kekuasaan debitor, kreditor tetap
memiliki kekuatan untuk menuntut.

Agar bank mendapatkan kepastian bahwa pinjaman yang diberikan
kepada pihak yang membutuhkan dapat kembali, maka kepada setiap
peminjam diminta untuk memberikan jaminan. Pihak bank baru bersedia
memberikan pinjaman apabila pihak peminjfam mampu memberikan jaminan
atau agunan kepada bank mengingat setiap dana yang dipinjamkan kepada
masyarakat (nasabah) selalu menimbulkan risiko hal ini dikarenakan antara
dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan waktu pengembaiian ada

rentang waktu yang relatif cukup lama sehingga prinsip-prinsip dalam
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pemberian pinjaman kredit bank harus dipegang teguh agar supaya risiko
terjadinya Kkredit bermasalah atau kredit macet dapat ditekan seminimal
mungkin atau bahkan dihindari.

Walaupun tentang jaminan sudah diatur dalam Pasal 1131 BW telah
mengatur tentang jaminan yaitu bahwa segala kebendaan si berutang baik
bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru
akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya
perorangan. Namun ketentuan ini tidak memberikan preferensi kepada para
kreditor, karena kedudukan para kreditor hanya sebagai kreditor konkuren,
sehingga untuk menjamin kepentingannya biasanya kreditor ini membuat
perjanjian jaminan yang dirasakan oleh para kreditor akan lebih memberikan
kepastian untuk pelunasan hutang debitor. baik dengan cara mengikat
perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.’ Karena ketentuan
pasal tersebut tidak dapat menjamin kreditor akan mendapatkan hak secara
penuh atas piutangnya. Sehingga bila debitor dalam keadaan tidak mampu
membayar atau debitor cidera janji maka harta kekayaan debitor itu akan
dibagi-bagi secara seimbang sesuai besarnya piutang kreditor,

Selanjutnya dalam pasa! 1132 BW pada kalimat berikutnya memberikan
peluang bagi kreditor untuk didahulukan asal ada alasan yang sah. Yang
dimaksud dengan alasan yang sah disini yaitu bila kreditor menunjuk barang
tertentu untuk dipakai sebagai jaminan atas piutangnya maka kepada kreditor

tersebut akan didahulukan pelunasan piutangnya. Sehingga jaminan yang

! Lembaga Jaminan, Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, h. 68,
Elips, 1958
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diberikan pasal 1131 BW dan seterusnya ini belum cukup aman bagi kreditor
yang memberikan pinjaman kepada debitor.

Agar pihak kreditor mempunyai kepastian bahwa dana yang disajurkan
melalui pinjaman ini aman dalam arti dapat kembali secara penuh maka
diperlukan adanya jaminan yang lebih bersifat khusus sehingga kedudukan
kreditor menjadi terlindungi artinya kreditor menunjuk barang tertentu yang
dipakai sebagai barang jaminan.

Selain jaminan yang diberikan Undang-Undang sebagaimana diatur
dalam BW masih ada lagi beberapa lembaga jaminan lain baik yang diatur
dalam BW maupun yang diatur dengan Undang-Undang sendiri. Jaminan-
jaminan #u timbul karena perjanjian. Jaminan gadai yang obyeknya barang-
barang bergerak diatur dalam Buku-ll BW vyaitu pada pasal 1150 sampai
dengan pasal 1160 BW, sedangkan hipotik yang obyeknya pesawat terbang
dan kapal dengan bobot 20 m® juga diatur dalam BW yaitu pasal 1162 sampai
dengan pasal 1232 BW.

Lembaga jaminan yang diatur dengan Undang-Undang sendiri di iuar
BW yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya
disingkat UUHT} yang obyeknya tanah dan segala sesuatu yang berkaitan
dengan tanah serta Undang-Undang No. 42 Tahun 1998 Tentang Jaminan
Fidusia yang obyeknya adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan hak
kepemilikan tersebut dapat dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak
berwujud, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan

Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT atau hipotik.
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Sebelum diundangkannya UUHT lembaga jaminan yang berkaitan
dengan tanah berlaku peraturan tentang hipotik yang diatur dalam Buku — Il BW
dan Crediet Verband yang diatur dengan Staatsblad 1908 No. 542 juncto
Staatsblad 1909 No. 586 dan Staatsblad 1909-584 sebagaimana yang telah
diubah dengan Staatsblad 1937-190 juncte Staatsblad 1937-191.2 Dengan
adanya dua peraturan yang mengatur tentang jaminan atas tanah maka
kedudukan kreditor lebih terlindungi karena apabila ternyata debitor cidera janji
maka kreditor pemegang jaminan hipotik atau crediet verband mempunyai hak
untuk didahulukan pelunasannya (droit de preference) daripada kreditor-kreditor
lain demikian pula bila barang jaminan tersebut ternyata dijual kepada pihak ke
tiga maka kreditor tetap mempunyai hak untuk menjuainya walaupun barang
Jaminan tersebut tidak lagi menjadi bagian dari harta kekayaan debitor (droit de
suite).

Karena masih ferdapat dualisme dalam hal pengaturan lembaga
jaminan ini dimana hipotik mempunyai obyek hak atas tanah yang dikuasai cleh
hukum perdata barat dan crediet verband obyeknya adalah tanah-tanah adat
maka setelah lebih dari 35 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang
Pokok Agraria maka dikeluarkanlah UUHT. Keberadaan undang-undang ini
sudah lama ditunggu-tunggu hal itu bisa kita baca pada ketentuan pasal 51
Undang-Undang Pokck Agraria yang menyatakan bahwa Hak Tanggungan
yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna

bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-Undang

? Sutan Remy Sjzhdeini, “Hak Tanggungan :@ Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan
Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan”, Airlangga University Press,
Cet-Pertama, November 1996, h. 138.
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selanjutnya dalam pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa
Selama Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam pasal 51
belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai
hipotik tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan
Credietverband tersebut dalam pasal 1908-542 sebagai yang telah diubah
dengan S. 1937-190.

Mengingat ketentuan tentang hipotik dan credietverband sebagal
warisan pada jaman kolonial Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan di bidang perkreditan serta hak jaminan atas tanah sebagai
akibat kemajuan pembangunan ekonomi, maka perlu dikeluarkan suatu
peraturan perundangan yang bisa memberikan perlindungan kepada pemegang
hak jaminan sehingga memberikan kepastian dengan ciri-ciri

a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu
kepada pemegangnya,

b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun
obyek itu berada;

c. memenuhi asas spsesialitas dan publisitas sehingga dapat
mengikat pihak ke tiga dan memberikan kepastian hukum kepada
pihak-pihak yang berkepentingan;

d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Dengan diundangkannya UUHT maka telah terjadi unifikasi hukum

jaminan yang obyeknya tentang tanah dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan tanah dan sejak itu pula segaila ketentuan tentang hipotik dan crediet

verband yang berhubungan dengan tanah menjadi tidak berlaku lagi. Undang-
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Undang ini diharapkan akan memberikan kepastian kepada para kreditor bank
selaku pihak yang memberikan pinjaman kepada nasabah debitor.karena
setelah diundangkan pada tahun 1996 tidak lagi terjadi dualisme peraturan
tentang lembaga jaminan khususnya yang berhubungan dengan tanah.

Pasal 1 angka 1 UUHT mengatur tentang definisi Hak Tanggungan,
dalam pasal tersebut dikatakan bahwa Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan
yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, berikut atau tidak berkut benda-benda lain yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada krediter tertentu terhadap kreditor-kreditor
lain.

Sebagai suatu lembaga jaminan, Hak Tanggungan mempunyai
beberapa ciri yang penting yang merupakan sifat hak kebendaan yaitu :

a. mempunyai hubungan langsung dengan/atas bendanya tertentu-
yang dalam hubungan dengan hak jaminan benda itu adalah-mihk
pemberi Hak Tanggungan.

b. dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada siapa saja (semua
orang).

c. mempunyai sifat droit de sufle, artinya hak tersebut mengikuti
bendanya di tangan siapapun benda itu berada.

d. yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.

e. dapat dipindahkan / dialihkan kepada orang lain.’

) Satrio, Hukum Jaminan, Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, h. 237, Buku |,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
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Sedangkan proses terjadinya pemberian Hak Tanggungan menurut
ketentuan pasal 1C (1) UUHT melalui 3 (tiga) tahapan, yang pertama yaitu
proses yang terjadinya perjanjian pinjaman kredit bank. Pada tahap pertama ini
didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan
pelunasan utang tertentu, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
perjanjian kredit yang dibuat antara kreditor bank dengan calon nasabah debitor
merupakan perjanjian pokok. Dalam tahapan ini perjanjian kredit bank tersebut
bersifat perorangan.

Sedangkan pada tahap yang ke dua, merupakan perjanjian
pembebanan Hak Tanggungan, dalam tahapan ini perjanjian tersebut bersifat
accessoir serta bersifat zakelik (kehendaan). Proses pembebanan Hak
Tanggungan ini terikat pada ketentuan Undang-Undang sesuai dengan
ketentuan pasal 10 { 2 ) UUHT yaitu dengan dilakukannya pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Perjanjian pada tahapan ini bersifat kebendaan sehingga dapat dipertahankan
terhadap siapa saja dan selalu mengikuti bendanya dan mempunyai kedudukan
preferensi. Pada tahap ke dua ini yaitu pada Akta Pemberian Hak Tanggugan
dapat dicantumkan beberapa janji — janji tertentu sebagai langkah pengaman
bagi pemegang Hak Tanggungan. Sedangkan pada tahap ke tiga yaitu
merupakan tahap pemasangan Hak Tanggungan.

Pada pasal 13 { 1 ) UUHT dikatakan bahwa pemberian Hak
Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti
adanya Hak Tanggungan maka kemudian kantor Pertanahan akan menerbitkan

Sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan tersebut menurut
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ketentuan pasal 14 ( 3 ) UUHT mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang tetap dan belaku sebagai pengganti grosse
akta hipotek secpanjang mengenai hak atas tanah. Hak Tanggungan baru
dinyatakan lahir sgjak didaftarkan di Kantor Pertanahan.

Dart uraian di atas sebelum pihak bank memberikan pinjaman kredit
kepada nasabah debitor harus memegang prinsip-prinsip perkreditan yang
sehat, benda yang dijadikan jaminan merupakan salah satu pertimbangan bagi
bank untuk memberikan pinjaman kredit kepada nasabahnya seusai dengan
prinsip 5 C (the five principles for credit analysis) serta beberapa karakteristik
Hak Tanggungan sebagai jaminan kebendaan, maka permasalahan yang akan
dibahas adalah -

a. Apakah UUHT sudah dapat memberi jaminan keamanan bagi

kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan

b. bagaimanakah kreditor pemegang Hak Tanggungan metaksanakan

haknya terhadap debitor yang melakukan wanprestasi ?

2. Tujuan Penelitian
a. Penelitian ini bertyjuan untuk mengetahui sampai seberapa
besarkah bagi seorang kreditor sebagai pemegang Hak
Tanggungan memperoleh keamanan atas benda yang dipakal
sebagai jaminan kredit.
b. Disamping tujuan tersebut di atas, penelitan ini juga untuk
mengetahui bagaimanakah tindakan kreditor pemegang Hak

Tanggungan terhadap debitcr yang melakukan wanprestas.
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3. Manfaat Penelfitian

a) Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak
yang berbubungan dengan masalah perkreditan khususnya para
kreditor perbankan. Karena dengan menggunakan jaminan berupa
Hak Tanggungan maka pihak kreditor lebih mendapatkan kepastian
dan aman mengingat beiakunya asas publisitas dalam jaminan hak
tangungan.

by Disamping manfaat yang pertama yaitu berupa jaminan kepastian
bahwa uang yang dipinjamkan kepada nasabah debitor akan kembali
sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya, dibarapkan penelitian
ini juga membawa manfaal yaitu sumbangan pemikiran tentang
bagaimana mekanisme prosedur penyaluran pinjaman kredit tersebut

kepada nasabah debitor.

4. Kajian Pustaka

Hukum jaminan merupakan jaminan kebendaan dan merupakan
bagian dari buku I BW. Dalam buku i BW yang bersifat tertufup berbeda
dengan buku Ill BW yang bersifat terbuka. Dalam buku-11 BW tidak dikenal
jJaminan lain yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditentukan Undang-
Undang , para pihak tidak mempunyai kebebasan untuk memperjanjikan
kecuali mentaati ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang .

Perjanjian jaminan ada dua macam vyaitu jaminan perorangan dan
jaminan kebendaan Perjanjian jaminan perorangan adalah suatu perjanjian

antara kreditor dengan pihak ketiga dimana dalam perjanjian ini diperjanjikan

bila debitor tidak dapat melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor, maka

13
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pihak ketiga inilah yang akan melunasinya. Dalam perjanjian ini melahirkan hak
perorangan {persooniijk) yang bersifat relatif artinya hak tersebut hanya dapat
dipertahankan kepada pihak-pihak tertentu saja yaitu kepada siapa yang
bersangkutan membuat perjanjian. Dalam jaminan perorangan yang ada adalah
kesanggupan pihak debitor untuk melunasi hutang-hutangnya.

Sedangkan jaminan kebendaan bersifat mutlak artinya dapat
dipertahankan kepada siapa saja dimana benda ttu berada. Dibandingkan
dengan jaminan perorangan, jaminan kebendaan {ebih memberikan kepasttan
karena walaupun benda itu berpindah kepada orang fain kreditor tetap dapat
mewujudkan haknya. Hak Kebendaan bersifat "droit de suite” (zaakgevolg)
artinya bahwa hak tersebut akan tetap melekat pada bendanya di tangan
siapapun benda itu berada. Jaminan kebendaan mempunyai kedudukan
preferen artinya bila benda yang dijadikan obyek jaminan tersebut telah laku
dilelang maka kreditor harus didahulukan pelunasannya daripada kreditor-
kreditor konkuren. Adanya kedudukan preferen dalam jaminan kebendaan
maka kreditor akan memifiki jaminan bahwa piutangnya akan terlunasi secara
penuh.

Asas prioritas dalam jaminan kebendaan mempunyai pengertian
bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dahulu maka akan dilunasi teriebih
dahulu daripada kreditor yang lahir belakangan. Asas prioritas ini terjadi bila
terjadi benturan diantara beberapa kreditor preferen.

Perjanjian jaminan timbu! mengikuli perjanjian pokok yaitu berupa
perjanjian hutang piuang, perjanjian kredit bank, atau borgtocht. Perjanjian

jaminan bersifat accessoir bila perjanjian pokoknya hapus maka berakhir puia
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perjaniian jaminannya atau dapat puia dikatakan perjanjian jaminan tidak
mungkin ada bila tidak ada perjanjian pokoknya. Perjanjian jaminan dibuat
antara kreditor dengan debitor ataupun dengan pihak ke tiga dimana perjanjian
tersebut dibuat dengan tujuan adanya jaminan keamanan bahwa piutang
kfeditor terhadap debitor ataupun pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin
akan dapat terlunasi.

Walaupun pasal 1131 BW telah memberikan suatu jaminan bagl
pelunasan piutang namun jaminan yang diberikan undang-undang  ini
dirasakan masth belum cukup aman karena jaminan yang diatur dalam pasal
1131 BW bersifat umum artinya jaminan tersebut diberikan kepada semua
kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama sehingga kreditor tidak
memiliki preferensi sehingga bila harta kekayaan debitor tersebut dijual dan
tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang-hutangnya kepada kreditor,
maka kemungkinan kreditor tidak akan mendapatkan haknya secara penuh.
Dalam pasal 1131 BW tersebut semua kreditor tersebut mempunyai kedudukan
yang sama diantara kreditor-kreditor yang lain sehingga para kreditor tersebut
harus bersaing untuk mendapatkan haknya. Karena menurut ketentuan pasal
1132 BW dikatakan bahwa semua harta kekayaan debitor akan dibayarkan
kepada kreditor sebanding dengan piutangnya. Jaminan yang diatur dafam
pasal 1131 BW tersebut sangat lemah sehingga bila kreditor menginginkan
agar semua piutangnya akan kembali secara utuh maka diperlukan adanya
perjanjian khusus sehingga disini kreditor akan menunjuk benda tertentu yang
dapat dipergunakan sebagai pelunasan hutangnya. Dengan demikian apabila

debitor ingkar janji maka benda yang ditunjuk sebagai benda jaminan tersebut
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akan dilelang dan dari hasil lelang {ersebut dapat dipakai untuk melunasi hutng-
hutangnya.

Asas pricritas dalam jaminan kebendaan mempunyai pengertian
bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dahulu maka akan dilunasi terlebih
dahuiu daripada kreditor yang lahir belakangan. Asas prioritas ini terjadi bila
terjadi benturan diantara beberapa kreditor preferen.

Perjanjian jaminan timbul mengikuti perjanjian pokok yaitu berupa
perjanjian hutang piuang, perjanjian kredit bank, atau borgtocht. Perjanjian
[aminan bersifat accessoir bila perjanjian pokoknya hapus maka berakhir pula
perianjian jaminannya atau dapat pula dikatakan perjanjian jaminan tfidak
mungkin ada bila tidak ada perjanjian pokcknya. Perjanjian jaminan dibuat
antara kreditor dengan debitor ataupun dengan pihak ke tiga dimana perjanjian
tersebut dibuat dengan tujuan adanya jaminan keamanan bahwa piutang
kreditor terhadap debitor ataupun pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin
akan dapat terlunasi.

Walaupun pasal 1131 BW telah memberikan suatu jaminan bagi
pelunasan piutang namun jaminan yang diberikan Undang-Undang  ini
dirasakan masih belum cukup aman karena jaminan yang diatur dalam pasal
BW persifat umum artinya jaminan tersebut diberikan kepada semua kreditor
yang mempunyai kedudukan yang sama sehingga kreditor iidak memiliki
preferensi sehingga bila harta kekayaan debitor tersebut dijual dan tidak
mencukupi untuk melunasi semua hutang-hutangnya kepada kreditor, maka
kemungkinan kreditor tidak akan mendapatkan haknya secara penuh. Dalam

pasal 1131 BW tersebut semua kreditor tersebut mempunyai kedudukan yang
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sama diantara kreditor-kreditor yang lain sehingga para kreditor tersebut harus
bersaing untuk mendapatkan haknya. Karena menurut ketentuan pasal 1132
BW dikatakan bahwa semua harta kekayaan debitor akan dibayarkan kepada
kreditor sebanding dengan piutangnya. Jaminan yang diatur dalam pasal 1131
BW tersebut sangat lemah sehingga bila kreditor menginginkan agar semua
piutangnya akan kembali secara utuh maka diperlukan adanya perjanjian
khusus sehingga disini kreditor akan menunjuk benda tertentu yang dapat
dipergunakan sebagai pelunasan hutangnya. Dengan demikian apabila debitor
ingkar janji maka benda yang ditunjuk sebagai benda jaminan tersebut akan
dilelang dan dari hasil lelang tersebut dapat dipakai untuk meiunasi hutang-

hutangnya.

5. Metodologi Penelitian
a. Pendekatan Masalah.

Pepelitian ini merupakan penelitian hukum. Sedang pendekatan
masalah yang dipergunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan Statute
Approach yaitu penelitian yang bertolak dari peraturan perundang-undangan
dan bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah
permasalahan hukum jaminan khususnya tentang Hak Tanggungan. Dengan
menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang
jelas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penufisan tesis ini.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan permasalahan yang
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diangkat dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai hukum jaminan khususnya
tentang Hak Tanggungan. Sedangkan bahan hukum sekunder vang
dipergunakan dalam penulisan tesis ini berupa semua pubtlikasi hukum yang
meliputi  artikel, literatur, tesis. makalah yang relevan dengan judul dan
permasalahan dalam tesis ini.
c. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum balk primer maupun sekunder akan
diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan
untuk menganalisis permasalaban dalam tesis ini melalui studi kepustakaan
yang mengacu pada peraturan perUndang-Undang an, literatur-literatur,, tests,
makalah yang disusun secara sistematis sesual dengan obyek penelitian
Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap semua
bahan hukum yang relevan, selanjuinya dilakukan sistemnatisasi keseluruhan
bahan hukum yang ada baik peraturan perundang-undangan, buku-buku
literatur maupun data penunjang lainnya yang semuanya akan dianalisis
dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach). Dengan demikian dapat diperoleh gambaran permasalahan yang
akan dibahas dan kemudian diharapkan permasalahan itu dapat dicarikan jalan

pemecahannya.

6. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis ini diawali dengan Bab | tentang
Pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang permasalahan

beserta rumusan permasalahan, tyjuan serta manfaat penelitian yang
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selanjutnya akan dibahas pada bab-bab sefanjutnya. Dalam bab pendahuluan
yang terdiri atas latar belakang masalah beserta rumusannya yang didalamnya
berisi tentang dasar teon yang dihubungkan dengan praktek di fapangan
sehingga kemudian timbul permasalahan-permasalahan yan diangkat dalam
tesis ini. Selanjutnya dalam sub bab tujuan penelitian serta sub bab manfaat
penelitian yang memuat tentang hal-hal yang akan dicapai dalam penulisan
serta manfaat penulisan serta harapan-harapan yang diinginkan dalam
penulisan tesis ini. Selanjutriya dalam sub bab kajian pustaka memuat tentang
teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
tesis ini. Agar supaya dalam pembahasan dapat tersusun secara teratur dan
sistematis, maka dibuat suatu metodologi penelitian yang termuat dalam sub
bab metodologi penelittan. Dalam sub bab metodologi penelitian ini masih
terbagi lagi dalam sub bab-sub bab iain yaitu pendekatan masalah, bahan
hukum, dan prosedur pengumpulan seria analisis bahan hukum. Dalam sub
bab pendekatan masalah dijelaskan tentang pendekatan masalah yang
digunakan yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (stafute
approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
permasalahan yang diangkat dalam tesis ini dan bahan hukum sekunder
berupa publikasi hukum berupa artikel-artikel hukum, literatur-liiteratur, makalah-
makalah, tesis, disertasi serta karya tulis dari para sarjana hukum yang
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

Selanjutnya dalam bab berikutnya vaitu bab - 1l membahas tentang

Pengamanan UUHT Terhadap bank selaku kreditor. Dalam bab-I! ini antara lain
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dibahas tentang beberapa sifat-sifat yang dimiliki Hak Tanggungan yang
merupakan keunggulan Hak Tanggungan sebagai salah satu jaminan
kebendaan agar kreditor bank aman mengingat dana yang disalurkan
merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada pihak bank.

Dalam bab-Hl membahas tentang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan
Akibat Debitor Wanprestasi. Dalam bab ini akan dibahas bagaimana kreditor
dapat melaksanakan haknya akibat debitor wanprestasi dan beberapa cara
eksekusi yang bisa dilakukan bank selaku kreditor dan kemungkinan adanya
kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh kreditor bila debitor
wanprestasi.

Akhirnya dalam Bab - |V Penutup yang merupakan rangkaian uraian
dan pembahasan yang ditulis dalam tesis ini . Dalam Bab -IV Penutup ini masih
dirinci dalam sub bab kesimpulan-kesimpulan yang berisi tentang jawaban-
jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis dengan didasarkan
pada landasan-landasan teori. Sedangkan dalam sub bab saran berisi tentang
sumbangan pemikiran yang diberikan oleh penulis atas permasalahan yang
dibahas dalam tesis ini sebagai suatu pemecahan atas permasalahan yang

diangkat dalam tesis ini.
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BAB 1l
PENGAMANAN UU.

HAK TANGGUNGAN TERHADAP
BANK SELAKU KREDITOR
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Bab —
PENGAMANAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN

TERHADAP BANK SELAKU KREDITOR

Hak Tanggungan merupakan salah satu lembaga jaminan disamping
lembaga jaminan lain yang berlaku saat ini. Keberadaan Hak Tanggungan ini
disambut dengan penuh harapan mengingat dalam Undang-Undang Pokok
Agraria yang diundangkan sejak tahun 1960 dalam pasal 51 jo pasal 57 yang
memuat tentang Hak Tanggungan ini sudah disebut-sebut. Dalam pasal 51
Undang-Undang Pokok Agraria tersebut dikatakan bahwa :

‘Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak mifik. hak guna
usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25 33 dan 39
diatur dengan Undang-Undang *.

Sedangkan pada pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa
Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan yang obyeknya tanah dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah. Diberiakukannya UUHT ini
berarti menghilangkan dualisme pengaturan jaminan kebendaan yang
obyeknya tanah karena sebelum diundangkannya UUHT masih berlaku
ketentuan tentang hipotik yang diatur dalam BW dan crediet verband untuk
tanah adat.

UUHT diharapkan dapat memberikan kedudukan yang kuat,
memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak vyang
berkepentingan Kkhususnya bagi pemegang Hak Tanggungan. Selain

diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pemegang Hak Tanggungan,
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UUHT diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat yang
membutuhkannya khususnya bagi masyarakat yang memerlukan kredit bank
bagi bisnis yang dilakukan.

Sebagai lembaga jaminan, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari
perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit bank karena sifat perjanjian jaminan
sebagai perjanjian ikutan artinya perjanjian itu tidak mungkin ada bila perjanjian
pokoknya yaitu berupa perjanjian kredit tidak ada.

Dalam dunia perbankan, kredit merupakan bisnis utama bagi suatu
lembaga perbankan karena bank selain bertugas menghimpun dana dari
masyarakat melfalui simpanan giro, deposito maupun tabungan juga bertugas
untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit bank.
Walaupun tugas penyaluran dana melalui pemberian fasilitas kredit kepada
masyarakat, namun bank harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip
perbankan yang sehat yaitu kehati-hatian (prudentiai).

Untuk memperoleh pinjaman kredit bank, calon nasabah debitor harus
mengajukan permohonan dengan cara mengisi formulir permohon atau
membuat proposal permohonan kredit* Yang dimaksud dengan permohonan
kredit adalah permohonan yang dibuat dan ditandatangani oieh debitor/calon
debitor untuk dapat menjadi calon nasabah penerima dana kredit, baik kredit
dana (cash) maupun kredit non dana (non cash) dari bank tempat di mana ia

bermohon, baik dengan form standar maupun tidak.®

4 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Pelreditan Pada Bank Alfabela, hal 97

3Hasanuddin Rachman, Pendckatan Teknis dan Filosofis Legal Audit Operasional Bank, h.86, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2000

22

Tesis Hak Tanggungan Sebagai ... Soebianto



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Arti penting surat permohonan kredit dari calon nasabah debitor adatah
merupakan bukii awal dari suatu transaksi pemberian kredit antara bank
dengan calon nasabah debitor. Sebagai pemohon kredit bisa dilakukan oleh
subyek hukum baik oleh orang pribadi maupun badan hukum,

Setelah semua dokumen permoheonan kredit tersebut dinital lengkap
oleh pihak bank maka kemudian dilakukan anaiisis batk dari aspek hukum,
aspek keuangan, aspek jaminan maupun aspek lain maka bank akan
memutuskan apakah pemohon layak atau tidak untuk diberikan pinjaman kredit
bank.

Pada dasarnya orang yang mendapatkan pinjaman kredit bank adalah
orang yang menurut penilaian bank mepunyal kemampuan dan kemauan untuk
mengembalikan pinjaman kredit sesuai dengan kesepakatan. Untuk
mengetahui atau menentukan bahwa orang tersebut dapat dipercaya untuk
diberi pinjaman kredit, bank melakukan analisis terhadap calon nasabah
debitor dengan menggunakan instrumen yang dikenal dengan “the five's C’s of
crediet analysis” yang meliputi

1. character (wafak),
Sebagal pertimbangan bank memberikan pinjaman kredit kepada
nasabah yaitu meneliti watak (character) seorang calon nasabah debitor
yaitu antara lain latar belakang kehidupan termasuk track record calon
nasabah debitor. Hal ini penting dilakukan cleh seorang analis bank

sebelum memberikan persetujuan untuk pinjaman bank.
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2. capital (modal},
Seorang yang memerlukan pinjaman kredit harus mengajukan
permohonan, pihak bank akan menanyakan untuk keperluan apa kredit
itu dimintakan, penggunaan pinjaman kredit harus sesuai dengan
permohonannya. Untuk suatu badan usaha dibutuhkan neraca
perusahaan, analisa laporan keuangan gunanya untuk mengetahut
kemampuan debitor mengembalikan pinjaman kredit yang diperoieh dari
bank.

3. capacity (kemampuan),
Seorang debitor yang baik akan memikirkan bagaimana mengembalikan
pinjaman yang diberikan bank sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Bank akan meneliti bagaimana prospek usaha debitor bila merupakan
suatu badan usaha dan bila debitor merupakan perseorangan maka
dibutuhkan data penghasilan debitor sehingga dari data yang diperoieh
dari calon nasabah debitor bank akan mengetahui kemampuan debitor
mengembalikan pinjaman yang diperoleh sesuai dengan waktu yang
ditetapkan.

4. condition of economy (kondisi ekonomi).
Selain masalah di atas, yang perlu mendapat perhatian dari seorang
petugas analis kredit yaitu mengamati/mencermati kondisi perekonomian
negara artinya pada saat pinjaman kredit diberikan tidak berpengaruh
negatif terhadap usaha yang dilakukan oleh calon nasabah debitor

sehingga bila pinjaman kredit diberikan tidak bisa mengembalikan.
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5. colfateral (Jaminan),
Salah satu unsur yang penting dari pemberian pinjaman kredit bank yaitu
tersedianya jaminan yang diberikan calon nasabah debitor baik berupa
jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Walaupun dalam
pasal 8 Undang-Undang Perbankan tidak secara tegas mensﬁfaratkan
adanya jaminan sebagaimana dinyatakan, yaitu :

‘Dalam membenkan kredif, bank umum wajib mempunyai
keyakinan alas kemampuan debitor melunasi hutangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang  tersebut
dikatakan antara lain :

"Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga
dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas
perkreditan yang sehat Untuk mengurangi risiko fersebut,
jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan
dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus
diperhatikan bank. Unluk memperoleh keyakinan tersebut,
sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian
yang seksama lerhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan

prospek usaha dari debitor”,

namun dalam praktek perbankan jaminan (agunan) merupakan hal yang
dominan. Karena adanya agunan ini akan memberikan kepastian bagi
bank bila sewaktu-waktu pinjaman yang diberikan ternyata nasabah

debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan, maka bank
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akan menjual barang-barang jaminan tersebut sebagai pelunasan utang-
utangnya.

Apabila dari hasil analisis kredit, pemohon dinilai layak untuk diberikan
pinjaman kredit maka bank akan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian
Kredit disingkat SP2K. Yang dimaksud dengan persetujuan pemberian kredit
adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat bank yang
berwenang ditujukan kepada pemohon kredit yang memberitahukan bahwa
bank setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada vyang

bersangkutan. ® Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tersebut berisi tentang

besarnya kredit yang disetujui

jenis dan jangka waktu penggunaan kredit

tingkat bunga dan biaya lain-lainnya

- cara-cara pembayarannya

barang-barang jaminan yang diminta

syarat-syarat lainnya
- persetujuan dan tanda tangan debitor dan calon debitornya.

Dari SP2K tersebut bisa dilihat bahwa bank sebagai kreditor yang akan
memberikan pinjaman kepada caion nasabah debitor telah memasang rambu-
rambu pengaman agar pinjaman yang diberikan dapat kembali sesuai dengan
kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. SP2K mengatur tentang syarat
pokck yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit sehingga seorang

analis kredit harus benar-benar memahami isi dari SP2K.

 Sutarno,Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank Alfabeta, Jakarta 2003, h.97
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Perjanjian kredit memegang peranan penting dalam pemberian
pinjaman bank. Dalam perjanjian kredit tersebut ditandatangani baik aleh pihak
bank dengan nasabah debitor yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dan perjanjian
jaminan merupakan perjanjian ikutan bila perjanjian pokoknya hapus maka
perjanjian ikutannya juga ikut hapus. Sebagai contoh bila kredit tersebut telah
dilunasi maka jaminannya juga ikut hapus atau berakhir. Perjanjian kredit mulai
berlaku sejak ditanda tangani kedua belah pihak, hak dan kewajiban mulai
timbul saat itu. Artinya bank sejak saat itu siap untuk menyerahkan atau
mencairkan uang pinjaman kepada nasabah debitor. Walaupun perjanjian
kredit sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak namun bila debitor belum
menarik uangnya maka perjanjian kredit dianggag belum terjadi. Perjanjian
Kredit baru dianggap lahir manakaia kreditor bank sudah menyerahkan
pinjaman uang kepada nasabah debitor baik secara tunai ataupun melalui
pemindah bukuan.

Menurut asas konsensuil, suatu perjanjian dianggap lahir dan mengikat
sejak teriadinya kata sepakat hal ini bisa disimpulkan dari pasal 1320 BW,
demikian pula perjanjian kredit bisa dibuat baik secara lesan ataupun tertulis.
Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 fahun 19398 tentang
perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1952, Dalam pasal tersebut
disebutkan bahwa :

"kredit adalah penyediaan uang afau tagihan yang dapat dipersamakarn
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
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peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu terteniu
dengan pemberian bunga”.

Pasal tersebut mengandung makna bahwa pemberian kredit harus dilakukan
dengan perjanjian dan di dalam pasal tersebut tidak ada ketentuan yang
mengatur bahwa perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis, namun
mengingat perjanjian kredit tersebut dibuat dengan rentang wakfu yang relatif
lama maka seyogyanya dalam Undang-Undang dibuat ketentuan yang tegas
bahwa untuk perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam buku
"Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank” yang ditulis Sutarno pada
halaman 99 mengutip Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966
tanggal 10 Oktober 1966. Dalam Instruksi tersebut ditegaskan ‘Dilarang
melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara
BRank dengan Debitor atau antara Bank Sentral dan Bank-Bank lainnya’.
Selanjutnya masih dalam buku tersebut dikutip pula dasar hukum fain yang
menyatakan bahwa suatu perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk tertulis
yaitu Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa No.
03/1083/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya pada butir 4 yang
berbunyi “Untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit ”. Dari
dua ketentuan tersebut dapat disimpulkan pemberian kredit harus dibuat daiam
bentuk tertulis baik dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Alasan
diharuskannya pemberian kredit dibuat dalam bentuk tertulis tentu demi
keamanan mengingat jarak waktu antara pencairan kredit dengan
pengembailian pinjaman dipisahkan waktu yang relatif lama sehingga dengan

dibuat dalam bentuk tertulis risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat ditekan
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seminimal mungkin selain itu dengan dibuatnya dalam bentuk tertulis maka
segala hak dan kewajiban para pihak dapat dilihat atau dibaca dalam Surat
Perjanjian kredit,

Perjanjian kredit bank baik yang dibuat dengan akta otentik maupun
akta di bawah tangan berfungsi sebagai

1. alat bukti bagi kreditor dan debitor yang membuktikan adanya hak dan
kewaijiban timbal balik antara bank sebagai kreditor dan debitor. Hak
debitor adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesual tujuannya
dan kewaijiban debitor mengembalikan hutang tersebut baik pokok dan
bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditor untuk mendapat
pembayaran bunga dan kewajiban kreditor meminjamkan sejumlah uang
kepada debitor, dan kreditor berhak menerima pembayaran kemball
pokaok dan bunga.

2. alat atau sarana pemantauan aiau pengawasan kredit yang sudah
diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam
pemberian Kredit dan pengembalian kredit.. Untuk mencairkan kredit dan
penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.

3. perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian kutannya yaitu
perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin
dengan benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak milik debitor
atau milik pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.

4. alat bukti yang membuktikan adanya hutang debitor artinya perjanjian
kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan

kekuasaan langsung kepada bank atau kreditor untuk mengeksekusi
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barang jaminan apabila debitor tidak mampu melunasi hutangnya
(wanprestasi).

Dalam praktek perbankan, suatu pemberian pinjaman kredit bank
selalu diikuti dengan penyediaan jaminan yang diberikan pemohon kredit,
sehingga bila tidak ada jaminan maka akan sulit bagi pemohon Kredit untuk
mendapatkan pinjaman dari bank. Karena dengan pemberian jaminan oleh
nasabah debitor, bank akan mendapatkan kepastian bila sewaktu-waktu debitor
tidak dapat melunasi maka bank dapat menjual benda milik debitor yang
dipakai sebagai jaminan.

Dalam perjanjian kredit tersebut dimuat tentang janji untuk memberikan
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu sebagaimana
diatur datam pasal 10 (1) UUHT vyang merupakan bagian tak terpisahkan dari
perjanjian hutang piutang

Jaminan yang diberikan debitor diikat dengan perjanjian jaminan yang
merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang
piutang (perjanjian kredit). Istilah jaminan disini yang dimaksud adalah agunan
yaitu benda-benda yang dipergunakan sebagai jaminan hutang sedangkan
dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud
dengan jaminan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 8 Undang-
Undang tersebut yaitu *keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor
unfuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperfanjikan”. Pengertian inj
berbeda dengan pengertian jaminan yang berkembang di masyarakat dalam

kehidupan sehari-hari.
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Pada tahap kedua yaitu berupa pembebanan Hak Tanggungan yaitu
dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh
PPAT yang ditandatangani oleh kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan
dan pemegang hak atas tanah yang dijadikan jaminan/agunan. APHT ini dibuat
dihadapan PPAT yang benfuknya standar sebagaimana diatur dalam pasal 10
{2) UUHT .

Pasal 11 ayat (1) UUHT menentukan bahwa APHT wajib
mencantumkan :

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;,

b. Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila
diantara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus
pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia dan dalam hal
domisiil itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;

c. Penunjukan secara jelas utang aftau utang-utang yang dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);

d.  Nilai Hak Tanggungan:;

e. Uraian yang jelas mengena! obyek Hak Tanggungan.

Dalam perjanjian kredit tersebut dimuat tentang janji untuk memberikan
Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu sebagaimana
diatur dalam pasal 10 {1) UUHT yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
perjanjian hutang piutang

Jaminan yang diberikan debitor diskat dengan perjanjian jaminan yang

merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokcknya yaitu perjanjian utang
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piutang (perjaniian kredit). Istilah jaminan disini yang dimaksud adalah agunan
yaitu benda-benda yang dipergunakan sebagai jaminan hutang sedangkan
dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud
dengan jaminan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasail 8 Undang-
Undang tersebut yaitu

"keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi
hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pengertian ini berbeda dengan pengertian jaminan yang berkembang di
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketentuan pasal 11 ayat (1) UUHT tersebut bersifat wajib artinya bila
dalam APHT tersebut fidak memuat hal-hal tersebut di atas maka APHT
tersebut batal demi hukum, Selanjutnya dalam ayat 2 pasal tersebut
dicantumkan janji-janji sebagai berikut

a. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
menyewakan obyek Hak Tanggungan dan / atau menentukan atau
mengubah jangka waktu sewa dan / atau menerima uang sewa di muka,
kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak
Tanggungan;

b. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk
mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali
dengan persetujuan tertulis lebih dahuiu dari pemegang Hak
Tanggungan;

c. janji yang memben kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan

untuk mengeloia obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua

32

Hak Tanggungan Sebagai ... Soebianto



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak
Tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji;

d. janji yang memberikan Kkewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan jika hal itu
diperiukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi
hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan
karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;

e. janji hahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor
cidera jany;

f. janji yang diberikan oleh pemegang Hak tanggungan pertama bahwa
obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan;

g. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan fidak akan melepaskan haknya
atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari
pemegang Hak Tanggungan;

h. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau
sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk
pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan
haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk
kepentingan umum;

i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan mempercleh seluruh atau
sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan

untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan;
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j. janii bahwa pemberi hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak
Tanggungan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak
Tanggungan,

K. janji yang dmaksud dalam pasal 14 ayat (4).

Janji-janii sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) UUHT ini bersifat
fakuitatif sehingga apabila antara kreditor dan debitor tidak memperanjikannya
pun tidak mempunyai akibat hukum.

Setelah APHT dibuat kemudian pada tahap ke tiga, Akta Pemberian
Hak Tanggungan tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat sesuai
dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) UUHT. Dalam pasal tersebui dikatakan
bahwa "Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada kantor
pertanahan”. Selanjutnya dalam pasal 13 (2) UUHT dikatakan bahwa :

*Sefambat-lambatnya 7 (lujuh) hari sefelah penandatangan Akta

Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pembenian Hak Tanggungan

yang bersangkutan dan warkah lain yang dipertukan kepada Kantor

Pertanahan”

Jadi setelah pendaftaran APHT diterima kemudian ditandatangani dan
dalam jangka wakiu 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani kemudian Kantor
Pertanahan menerbitkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatat dalam
buku tanah serta menyalin pada sertifikat hak atas tanah. Sertifikat Hak
Tanggungan yang diterbitkan oleh kanior pertanahan tersebut diserahkan
kepada kreditor bank. Dengan dibuatnya sertifikat Hak Tanggungan oleh kantor
pertanahan merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan sesuai ketentuan pasal

13 ayat {5} UUHT. Maksud diadakannya pendaftaran APHT agar pihak ketiga
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bisa mengetahui keadaan dan subyek serta obyek dari tanah yang
bersangkuian sehingga pemegang Hak Tanggungan mempunyai kepastian
terhadap tanah yang dijadikan obyek Hak Tanggungan. Apabila sewaktu-waktu
debitor wanprestasi maka kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan masih

bisa terpenuhi apa yang menjadi haknya.

1. Preferensi Kreditor Sebagai Pemegang Hak Tanggungan

Dalam perjanjian kredit bank acap kali apa yang diharapkan tidak
sesuai dengan kenyataan dalam pelaksanaannya, misainya debitor tidak
memenuhi apa yang disepakatinya dalam perjanjian kredit, antara lain nasabah
debitor tidak membayar angsuran dengan tertib bahkan kadang-kadang malah
kredit yang diberikan tidak dibayar sama sekali. Untuk mengantisipasi hal itu
peran agunan menjadi sangat penting karena dengan adanya barang yang
dijadikan agunan maka kreditor bank mempunyai jaminan bahwa kredit yang
diberikan masih bisa terselamatkan.

Salah satu asas Hak Tanggungan disamping asas yang lain yaitu
kreditor mempunyai kedudukan diutamakan daripada kreditor lain {droit de
preference), artinya bila nasabah debitor ingkar janji (wanprestasi) maka untuk
pelunasan hutangnya kreditor bank berhak untuk didahulukan daripada
kreditor-kreditor yang lain.

Tentang asas preferen ini ada beberapa ketentuan yang dapat
dijadikan sebagai acuan baik yang diatur dalam BW maupun dalam UUHT
sendiri. Pasal 1ayat (1) UUHT menyatakan :

» Hak Tangqungan atas lanah beserfa benda-benda yang berkaitan

dengan tanah, yang sefanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak
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jaminan yang dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau tidak berikut benda-benda lainnya yang merupakan
satu kesatuan dengarn lanah itu, untuk pelunasan hutang terientu, yang
memberikan kedudukan yang diufarnakan kepada kreditor terteniu
terhadap kreditor lain”.

Ketentuan lain yang mengatur masalah asas preferen datam Hak

Tanggungan yaitu dalam Penjelasan Umum angka 3 {a), yaitu :

"Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan yang kuat dengan ciri-
ciri antara fain membenkan kedudukan yang divtamakan atau

mendahuiu kepada pemegangnya.”

Sedangkan dalam Penjelasan Umum angka 4 dikatakan bahwa :

"Jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak
menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain”.

Dalam Penjelasan Umum angka 4 ini bahkan lebih mempertegas ketentuan-
ketentuan terdahulu bahkan dalam penjelasan umum angka 4 ini lebih spesifik
karena di dalam penjelasan umum tersebut mengatur bagaimana caranya
kreditor bisa mendapatkan haknya kembali bila debitor ternyata wanprestasi.
Selanjutnya datam pasal 20 ayat (1) UUHT mengatur sebagai berikut :

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkar
a. hak pemecgang Hak Tanggungan pertama untuk menjual cbyek
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Fasal 6 afau
b, titel eksekuforial yang terdapat dalam seriifikal Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud Pasal 14 (2}
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obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata
cara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undang an unluk
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak
mendahufu daripada kreditor-kreditor lainnya”.
Dari ketentuan-ketentuan yang disebut di atas dalam YUHT dapat digambarkan
bahwa pemegang Hak Tanggungan mendapatkan perlindungan yang cukup
kuat sehingga pemegang Hak Tanggungan mendapatkan jaminan yang
diberikan Undang-Undang bahwa bila suatu saat debitor cidera janji maka
kreditor dapat mewujudkan haknya yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah
debitor dapat kembali dengan cara menjual secara langsung melalui pelelangan
umum yang caranya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak preferen terhadap pemegang Hak Tanggungan ini juga beriaku bila
debitor ternyata jatuh pailit artinya harta kekayaan debitor yang dijaminkan
dengan Hak Tanggungan dipisahkan dari harta debitor sehingga dengan
demikian kreditor tetap mempunyai kepastian terhadap barang yang dijaminkan
kepadanya. Ketentuan ini bisa dibaca pada pasal 21 UUHT yang menyatakan
bahwa :

"Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak
Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang
diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini”,

Ketentuan ini merupakan penegasan bahwa asas preferen melekat
pada Hak Tanggungan walaupun debitor dinyatakan pailit. Selain dalam UUHT.
Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan pasal 56 A, hak
preferen dart kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi hak

atas tanah ditangguhkan pelaksanaannya untuk jangka wakiu paling lama 90
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han terhitung sejak tanggal putusan paiiit ditetapkan. Meskipun ditangguhkan
eksekusinya hak atas tanah tersebut tidak boleh dipindahtangankan oleh
kuratar. Harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatas
hanya pada barang persediaan (inventory) dan atau barang bergerak (current
asset Jmeskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas
kebendaan.

Disamping ketentuan yang diatur dalam UUHT | tentang asas preferen ini
juga diatur dalam BW yaitu pada pasal-pasal 1133, 1134 ayat (2) dan pasal
1198 BW vyang berlaku untuk hipotik, seperti diketahui bahwa UUHT
menggantikan ketentuan tentang hipotik sepanjang obyeknya tanah.

Asas droit de preference bagi pemegang Hak Tanggungan masih
dikalahkan oleh piutang-piutang negara sebagaimana termuat dalam
penjelasan umum angka 4 pada kalimat terakhir disitu dikatakan bahwa
“kedudukan diutamakan lersebut sudah barang fentu tidak mengurangi
preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang
beriaky”. Masalahnya piutang-piutang negara manakah yang dapat
mengalahkan preferensi pemegang Hak Tanggungan dalam UUHT tidak diatur
lebih lanjut apakah hanya sebatas piutang negara yang berupa pajak ataukah
semua transaksi-transaksi instansi pemerintah terhadap pihak lain bisa
dianggap sebagai piutang negara. Misainya pefrjanjian kredit yang dilakukan
suatu bank pemerintah, mengingat bank-bank pemerintah tersebut berbentuk
persero maka tentunya seiain tunduk pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1889,

dalam operasionalnya tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun
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1895 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal ini kedudukannya sama

dengan kreditor lain yang bukan merupakan institusi pemerintah.

2. Asas Droit de Suite Terhadap Obyek Hak Tanggungan

Asas droit de suite merupakan salah satu asas yang melekat pada Hak
Tanggungan vyaitu Hak Tanggungan akan mengikuti cbyeknya di tangan
siapapun obyek Hak Tanggungan itu berada. Dasar hukum asas droit de suite
(zaakgevoly) tersebut diatur dalam pasal 7 UUHT yang menyatakan bahwa
‘Hak Tanggungan fetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek
tersebut berada”. Dengan demikian Hak Tanggungan itu tetap di bawah
penguasaan pemegang Hak Tanggungan meskipun benda yang dibebani Hak
Tanggungan itu lepas dar kekuasaan pembert Hak Tanggungan Sehingga
pemegang Hak Tanggungan tetap dapat melaksanakan haknya walaupun
sudah berpindah ke tangan orang lain.

Asas ini sama dengan ketentuan tentang hipotik yang diatur dalam pasal
1163 ayat {2) dan pasal 1198 BW. Bunyi Pasal 1163 (2) BW menyatakan
bahwa :

"Benda-benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut, didalam

fangannya sfapa pun ia berpindah.”

Sedangkan pasal 1198 BW menyatakan :

"Si berpiutang yang mempunyai suatu hipolik yang telah dibukukan,
dapat menuntut haknya atas benda tak bergerak yang diperikatkan,
dalam tangan siapapun benda itu berada, untuk ditetapkan tingkatannya

dan untuk menerima pembayaran menurut tertthnya pembukuan’,
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Ketentuan tentang hipotik ini walaupun sudah tidak berlaku lagi bagi Hak
Tanggungan namun bagaimanapun juga ketentuan tersebut sebelum
diundangkannya tentang Hak Tanggungan berlaku bagi hipotik yang obyeknya
berupa tanah.

Asas droit de suite merupakan hak kebendaan (zakelijkrechf) yang
bersifat mutiak berbeda dengan hak perorangan. Hak kebendaan dapat
dipertahankan terhadap siapapun benda itu berada. Sehingga siapapun yang
hak kebendaannya diganggu, maka yang bersangkutan dapat menuntutnya.
Semua crang harus menghormati hak kebendaan, sedangkan hak pererangan
bersifat relatif artinya hak itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang
tertentu saja.

Asas droif de suite yang dimiliki Hak Tanggungan ini jelas memberikan
kepastian bagi pemegang Hak Tanggungan dalam ha! ini kreditor bank dalam
perjanjian kredit karena pemegang Hak Tanggungan memilikii kepastian akan
tetap memperoleh haknya berupa pelunasan dari hasil penjualan benda yang
dibebani Hak Tanggungan bila ternyata debitor ingkar janji (wanprestasi)
walaupun tanah yang dijadikan agunan telah dijual atau dipindah tangankan

kepada pihak ketiga.

3. Asas Prioritas Terhadap Obyek Hak Tanggungan

"Suatu obyek Hak Tanggungan dapaft dibebani lebih dari safu Hak
Tanggungan untuk menjamin pelunasan lebih dan satu utang”, ketentuan itu
diatur pada pasal 5 ayat (1) UUHT . Dengan dibebani lebih dari satu Hak
Tanggungan konsekuensinya harus ditentukan dari beberapa obyek Hak

Tanggungan siapa pemegang Hak Tanggungan yang harus didahulukan,
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Ketentuan yang mengatur siapa kreditor yang harus didahulukan dari kreditor
lain yang berstatus sebagai pemegang Hak Tanggungan diatur dalam ayat (2)
pasal 5 UUHT dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa :

"Apabila suati obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dart safu
Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan ditentukan

moenurul tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan’

Bila pendaftaran dilakukan pada hari yang sama maka penyelesalannya
diatur pada pasal 5 ayat (3) UUHT vaitu peringkatnya ditentukan berdasarkan
tangga! Akta Pembuatan Hak Tanggungan. Untuk menghindari agar tidak
terjadi kesulitan dalam menentukan peringkat Hak Tanggungan, dalam
penjelasan pasal 5 ayat (3) UUHT dikatakan bahwa :

"Dalam hal lebih darm satu Hak Tanggungan afas satu obyek Hak
Tanggungan dibuat pada tanggal yang sama, peringkat Hak
Tanggungan tersebut ditentukan ofeh  oleh nomor wut  akia
pemberiannya. Hal ini dimungkinkan karena pembuatan beberapa Akta
Pembertan Hak Tanggungan tersebut hanya dapat dilakukan oleh PRPAT

yang sama’

Menurut Sutan Remi Syahdeni dalam bukunya yang berjudul "Hak
Tanggungan” halaman 125 menganggap bahwa kKetentuan tentang keharusan
membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada PPAT yang sama
dianggap tidak praktis dan tidak akomodatif khususnya bagi kalangan
perbankan. Apa yang dimaksud dengan tidak praktis dan tidak akomodatif tidak
dijelaskan lebih lamut. Ketentuan mengenai urutan peringkat dan urutan
beberapa Hak Tanggungan yang dibukukan pada tanggal yang sebagatmana

dikemukakan diatas, merupakan perbaikan dari ketentuan mengenai penentuan
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peringkat dari beberapa Hipotik yang dibukukan pada tanggal yang sama
sebagaimana ditentukan didalam pasal 1181 ayat (2) BW.” Dalam pasal 1181
ayat (2) BW dikalakan bahwa :

"Mereka yang dibukukan pada hari yang sama bersama-sama
mempunyal suatu hipotik yang bertanggal sama, lak peduli pada jam
mana pembukuan telah dilakukan, biarpun jam itu dicatat oleh pegawai

penyimpan hipotik”.

Mengenai apakah akibat hukum dari hak pemegang Hak Tanggungan
yang mempunyai peringkat yang lebih tinggi dari pemegang Hak Tanggungan
yang lain, tidak diatur dalam UUHT. Pembuat Undang-Undang tersebut
tampaknya berpendapat bahwa hal ifu sudah dengan sendirinya dimengerti®.
Menurut Sutan Remy Sjahdeni, untuk penerapannya tidak ada jalan lain dari
pada harus mengacu kepada praktek hipotik. Seperti halnya hipotik, pemegang
Hak Tanggungan yang berperingkat lebih tinggi memperoieh hak yang
didahulukan dari pada pemegang Hak Tanggungan yang lebih rendah untuk
mengambil uang hasi! pelelangan umum hak atas tanah yang menjadi obyek
Hak Tanggungan tersebut. Dengan kata lain, pemegang Hak Tanggungan
pertama harus didahulukan daripada pemegang Hak Tanggungan kedua,
pemegang Hak Tanggungan kedua harus didahulukan dari pada pemegang
Hak Tanggungan ketiga, demikian seterusnya. Apabila dar uvang hasil
pelelangan umum tersebut masih ada sisa uang setelah dikurangi jumiah uang
untuk melunasi utang pemegang Hak Tanggungan yang berperingkat iebih

tinngi itw, maka sisanya adalah menjadi hak dari pemegang Hak Tanggungan

’Sutan Remy Sjzhdeini, Hak Tanggungan, hal 125, Alumni, Bandung, 1999
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berikutnya yang lebih rendah peringkatnya.? Sementara itu M. Isnaeni,
menyatakan bahwa tak dapat dipungkiri kelahiran Undang-Undang Hak
Tanggungan mendatangkan kejutan, terutama bagi ‘kalangan pelaku ekonomi
yang banyak menggantungkan harapan rotasi dalil-dalil efisiensi mereka pada
perangkat hukum guna menyukseskan kegiatan bisnisnya. Untuk itu diperlukan
kecermatan pengamatan yang lebih teliti terhadap undang-undang ini sebagai
perangkat. mengingat yang diatur adalah suatu jenis aspek siartegis sekaligus
rentan, yakni hak atas tanah. Namun demikian masih perlu dipertanyakan
mengenai azas yang melandasi undang-undang ini, apakah jalur konsistensi
yang sangat diperlukan dalam pembinaan dan pengembangan hukum akan
tetap terentang dengan tegas. Dalam arti apakah Undang-Undang Hak
Tanggungan akan fetap konssisten dengan azas hukum adat atau justru

mengadoptir azas-azas hukum barat.”

¥ Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan. hal 93, cetakan pertama,Airlangga University
Press, Surabaya, 1996

*Sutan Remy Sjahdeini, fbid., hal 83

M Isnaeni, Perapan Hak Tanggungan Dalam Era Pasar Bebas, hal. 4-5, Makaiah
disampaikan pada diskusi Panel Permasaiahan UUHT serta Pemecahannya, Kerja sama
Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hotel Satelit,
Surabaya, 15 Juni 1996

43

Tesis Hak Tanggungan Sebagai ... Soebianto



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

4. Hak Tanggungan Bersifat Mutlak

Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan, sebagai hak kebendaan
maka Hak Tanggungan mempunyai sifat yang mutlak / absolut artinya hak itu
bisa dipertahankan terhadap siapa saja yang menguasai benda itu. Hak
kebendaan berbeda dengan hak perorangan. Hak perorangan bersifat relatif
hanya bisa dipertahankan pada orang-orang tertentu saja.

Menurut R. Soefojo Prawirohamidjojo dan Marthaiena Pohan dalam
bukunya vyang berjudul "Bab-Bab Tentang Hukum Benda” halaman 17
dikatakan bahwa kenyataannya orang yang mempunyai hak kebendaan -

a. dapat bertindak secara mandiri terhadap siapa saja yang

melanggar haknya;

b.  haknya atas benda tersebut tetap melekat tidak peduli di tangan
siapapun benda itu berada (zaakgevolg=dreit de suite)

c. hak kebendaannya itu lebih kuat kedudukannya daripada suatu
hak pribadi dalam hubungannya dengan benda yang sama dan
bahkan lebh kuat daripada suatu hak kebendaan yang
dipasangnya kemudian atas benda itu (pricritas)

Ciri-ciri khas hak kebendaan sebagaimana disebutkan di atas tidak dimiliki oleh
hak pribadi atau hak perorangan.

Sifat hak kebendaan pada Hak Tanggungan tersebut lahir sejak
diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan. Dengan sifat
hak kebendaan yang dimiliki pemegang hak tanggungan tentunya merupakan
keunggulan baginya karena dengan demikian pemegang hak tanggungan

memiliki kepastian terhadap benda yang menjadi jaminan kredit walaupun
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benda itu berpindah ke tangan siapapun bank selaku kreditor tetap mempunyai
kekuatan untuk menuniut kembali haknya. Sifat demikian merupakan salah satu
ciri dari hak tanggungan yaitu mempunyai sifat “"Droit de Suite” yang berbeda
dengan lembaga jaminan yang lain. Sifat seperti ini memberikan rangsangan
positif bagi bank terhadap hak tanggungan karena dengan demikian
kedudukan bank selaku kreditor menjadi kuat dan memberikan kepastian bagi
pemegang hak tanggungan untuk tetap dapat menuntut apa yang menjadi
haknya.

Dalam rangka menjaga kedudukan bank agar tetap menjadi kreditor
yang kuat, fenomena kredit bermasalah merupakan hal yang sangat penting
untuk diperhtikan dan dicarikan jalan penyelesaiannya. UUHT sendiri
berdasarkan argumen-argumen sebagaimana telah dijelaskan telah cukup
memberikan jaminan perlidungan yang kuat. Kredit yang bermasalah tersebut
memberikan pilihan bagi bank apakah akan terus melanjutkan pemberian kredit
atau menghentikan kredit bermasalah yang telah diberikan tersebut. Dengan
demikian hal ini menjadi pilihan bagi pihak bank yang tentu saja masing-masing
pilihan tersebut memiliki resiko masing-masing.

Secara umum terdapat sejumlah langkah (selain langkah yang terdapat
daiam UUHT) yang dapat diambil oleh pihak perbankan untuk mengantisipasi
atau apabila telah mendeteksi atau bahkan memperbaiki keadaan dengan
tujuan untuk melindungi kepentingan bank. Langkah-langkah tersebut antara

lain adalah™ -

""Johannes Ibrahim,” Poiemik Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis
dalam Penyelesaian Kredit antara Bank dan Debitur”, Jurnal Hukum Bisnis |, Vol. 23, No. 1
Tahun 2004
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a. Pemberian Saran. Pihak perbankan melalui pegawai yang bertugas
dapat memberikan saran tentang berbagai hal menyangkut modal,
produk, produksi, pemasaran, penjualan, manajemen/pengelolaan usaha
dan lainnya. Saran dari para ahli yang diperbantukan kepada pihak bank
yang berasal dari luar perju juga dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam
pengucuran kredit.

b. Penambahan Modal. Selain modal yang dikucurkan pihak bank,
perusahaan yang bersangkutan, terlebih yang berbentuk perseroan,
perlu untuk menambah modal dengan cara lain misalnya melalui
penjualan saham atau pencarian modal melalui instrumen keuangan lain
atau melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

c. Penggabungan (Merger). Cara ini dapat dilakukan untuk mensinergikan
kekuatan yang dapat mendukung beroperasinya perusahaan secara
lebih mantap melalui kombinasi masing-masing kekuatan/kelebihan yang
dimiliki. Tentu saja cara ini harus terlebih dulu mempertimbangkan dan
menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan seperi
misalnya teknologi, ketenagakerjaan, dan persaingan sehat.

d. Pengurangan rencana ekspansi/periuasan. Apabila terdapal program
pengembangan investasi melalui pembangunan proyek-proyek penting
untuk ditinjau ulang kemungkinan penundaan atau bahkan
pembatalannya.

e. Mempercepat pencairan piutang yang ada. Cara ini memeriukan
peningkatan perbaikan dari program penagihan serta kemungkinan

penambahan personel yang bertugas khusus untuk pencairan kredit.
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. Peningkatan pengendalian persediaan. Apabila suatu perusahaan masih
memiliki persediaan produk maka agar memiliki turn over yang lebih
tinggi penting untuk dilakukannya penjualan  melalui  misalnya
potongan/rabat, cuci gudang atau cara lain yang sejenis untuk
mempercepat dan mempermudah diterimanya dana likuid yang
menguntungkan perusahaan.

o, Merestrukiurisasi  utang. Cara int  dapat dilakukan  dengan
memperpanjang jangka waktu jatuh tempo dan mengurangi pembayaran
bulanan atau bahkan menghapus pembayaran pokok pinjaman untuk
suatu waktu tertentu
h. Mendapatkan jaminan tambahan. Dengan cara ini kemungkinan bank

tidak akan menarik pinjamannya dan bahkan bank memiliki posisi
keuangan yang lebih menguntungkan karena posisi keuangannya akan
diperkuat
Terkait dengan kredit bermasalah ini mengharuskan pihak bank harus
mengalokasikan dananya untuk pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Produktif (PPAP). Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

31/148/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Pembentukan Penyisihan

Penghapusan Aktiva Produktif, dalam pasal 1 huruf m dijelaskan bahwa

“Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal

berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif”

Selain itu, kategori Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 2 yang berbunyi

(1). Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan
khusus guna menutup resiko kemungkinan kerugian.
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(2}, Cadangan umum PPAF sebagaimana dimaksud dalam ayal (1)
ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (safu perseratus) dari
Aktiva Produktif Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.

(3}, Cadangan khusus PPAF sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :

a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan
dafam perhatian khusus, dan

b. 15% (lima belas perseratus) dari Akliva Produktif yang
digolongkan kurang lancar setefah dikurangi nifai agunan, dan

¢c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang
digolongkan diragukan setelah dikurangt nifait agunan, dan

d 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Prroduktif yang digofongkan
macet setelah dikurangi nilat agunan.
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BAB 1l
EKSEKUSI OBYEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT DEBITCR

WANPRESTAS!

Mengingat dana yang dipinjamkan kepada debitor merupakan dana
milik masyarakat yang dipercayakan kepada bank, maka bank harus ekstra
hati-hati dan selektif dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat
yang membutuhkannya. Walaupun bank sudah melakukan langkah-iangkah
pengamanan sesuai dengan prinsip perbankan vang sehat sebelum kredit
diberikan namun mungkin saja pengembalian pinjaman tersebut tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan. Debitor yang mendapatkan pinjaman kredit dari
bank tidak seluruhnya bisa mengembalikan dengan baik sesuai dengan waktu
yang ditetapkan. Pada kenyataannya selalu saja ada debitor yang tidak dapat
mengembalikan sehingga menyebabkan kredit yang diberikan menjadi macet.

Dalam proses pemberian kredit peran seorang analis sangat
menentukan untuk menilai apakah calon nasabah debitor layak untuk diberikan
pinjaman karena begitu kredit dicairkan maka bank harus sudah siap dengan
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi antara lain kredit yang diberikan
menjadi kredit macet.

Yang dimaksud dengan kredit macet adalah suatu keadaan dimana
seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada
waktunya. Apabila terjadi hal yang demikian maka bisa dikatakan bahwa debitor
telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanpresfasi). Berkaitan dengan

menggolongkan 3 hal yang dapat dikatagorikan wanprestasi yaitu
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a. nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta
bunganya);

b. nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya);

¢. nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya} setelah jangka waktu
yang diperjanjikan berakhir.

Dari ke tiga katagori wanprestasi di atas, pada butir a dan butir b yang
dapat mengganggu kesehatan bank karena angsuran maupun bunganya tidak
dapat dibayar debitor sedangkan pada butir ¢ walaupun debitor tidak melunasi
sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet bisa
terjadi karena faktor nasabah debitor. Penyebab terjadinya kredit macet yang
berasal dari debitor antara iain karena :

a. nasabah menyalah gunakan kredit yang diperolehnya;
b. nasabah kurang mampu mengelola usahanya;
¢. nasabah tidak beritikad baik

Setiap kredit yang diberikan, nasabah debitor tidak dapat secara bebas
menggunakan pinjaman tersebut namun harus sesuai dengan apa yang
dimohonkan kepada bank karena pada dasarnya saat {eriadinya kesepakatan
antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam perjanjian kredit sudah
disepakati oleh debitor, bahwa dana yang dipinjamkan akan digunakan sesual
dengan apa yang dimchonkan. Selain itu bisa terjadi karena pihak debitor tidak
mampu mengelola usaha yang dananya dipinjam dari bank sehingga usaha
yang dibiayai dari pinjaman kredit mengalami kegagalan. Yang paling

berbahaya bila debitor sejak awal memang mempunyai itikad tidak baik yaitu
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dengan segala daya upaya memperoleh pinjaman kredii dan setelah kredit

diperoleh tidak ada niatan sedikitpun untuk mengembalikan pinjaman.

Disamping penyebab kredit macet dari faktor nasabah debitor mungkin
juga kemacetan itu terjadi karena penyebabnya berasal dari bank. Bank
sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada nasabah debitor harus benar-
benar melaksanakan prinsip perkredifan yang sehat sehingga risiko-risiko
terjadinya kemacetan kredit dapat dihindari.

Terhadap kredit macet yang terjadi, maka bank harus melakukan
langkah-langkah penyelamatan agar uang yang dipinjamkan melalui pemberian
pinjaman kredit tersebut dapat kembali atau minimal risiko yang dihadapi bank
menjadi kecil.. Upaya hukum yang dilakukan bank untuk mengatasi tenjadinya
kredit macet sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.
23/112/BPPP Tanggal 28 Pebruari 1991 yaitu dilakukan dengan berbagai cara
yaitu :

A. melakukan rescheduling (penjadwalan kembali) pelunasan kredit, yaitu bank
memberi kelonggaran kepada debitor untuk membayar hutangnya yang
telah jatuh tempo, dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo
pengembalian kredit yang diberikan. Jalan yang ditempuh oleh bank
sebagai kreditor yaitu dengan cara mengangsur atau bank membuat jadwal
baru pengembahan kredit yang meringankan debitor sehingga diharapkan
debitor bisa melunasi pinjaman kredit

B. melakukan resiructuring (penataan kembalil dengan tujuan untuk
memperkuat posisi tawar menawar antara bank sebagai kreditor dengan

nasabah selaku debitor yaitu dengan meninjau kembali isi perjanjian, bila
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perlu dilakukan dengan melakukan penambahan atau pengurangan
persyaratan perjanjian.
C. Melalui reconditioning (persyaratan kembali).
Apabila dengan langkah penyelamatan sebagaimana ditentukan dalam
SEBI No. 23/12/BPPP Tanggal 28 Pebruari 1991 tetap tidak membuahkan hasil
yang optimal maka bank harus melakukan tindakan represif yaitu dengan
melakukan eksekusi terhadap barang yang dipakai sebagai jaminan kredit.
Penting untuk dibahas terlebih dahulu mengenai ketentuan yang
mendasari keberadaan dan operasional perbankan di Indonesia terutama
terkait dengan penyelesaian kredit diluar jalur litigasi sebelum dibahas
ketentuan yang terdapat dalam UUMHT yakni ketentuan menurut Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan/UUP). Hal ini
penting mengingat UUP juga memuat ketentuan yang terkait dengan agunan
dalam hubungannya dengan penyelesaian kredit bermasalah. Ketentuan
tersebut adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 12 A ayat (1) dan (2),
bahwa :
Pasal 12 ayat (1) UUP :
“ Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui
pelelangan matipun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela
ofeh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa unfuk menjual diluar lelang dar
pemiiik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya

kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan
secepatnya”
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fPasal 12 ayat (2Y UUP -

"Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih fanjut dengan Peraturan
Pemerintah”.

Sedangkan menurut penjelasan pasal 12 A ayat (1) ¢

‘Pembelian agunan oleh bank melaiui pelelangan dimaksudkan uniuk
membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah
debiturnya. Dalam hal bank sebagal pembeli agunan nasabah debiturnya,
stalus bank adalah sama dengan pembell bukan bank lainnya. Bank
dimungkinkan membell agunan di luar pelefangan dimaksudkan agar dapat
mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Bank tidak boleh
memiliki agunan yang dibelinya dan Secepat-cepatnya harus dijual kembali agar
hasil penjiafan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank”.

Menurut penjelasan pasal 12 A ayat (2) :

‘Pokok-pokok ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pernerintah memuat

antara fain

a Agunan yang dapat dibeli ole bank adalah agunan yang krediinya telah
dikategorikan racef selama jangka waklu ferfentu;

b, Agunan yang tciah dibell wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka
wakiu satu tahun,

c. Dalam jangka waktu salu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-
kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak afas agunan yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dasar hukum tentang eksekusi Hak Tanggungan diatur pada pasal 20
UUHT. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa :

(1) Apabila debitor cidera janjt maka berdasarkan :

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama uniuk menjual obyek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dafam pasal 6, atau

b litel cksekulorial yang terdapat dalam serlipitkat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata
cara yang ditentukan dalam peraturan perlUndang-Undang an uriuk
pelunasan pilutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak
mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,
penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan
jika dengan demikian ilu akan dapat diperoleh harga fertinggr yan
menguntungkan semua pihak.

A
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(3 Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan setelah fewat 1 (satu} bulan sejak diberitahukan secara
tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua)
surat kabat yang beredar didaerah yang bersangkutan dan/afau media
massa sefempat serta lidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

(4) Setiap fanji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara
yang bertentang dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
batal demi hukum.

(5) Sampai saal pepgumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan
pelunasan utang yang difamin dengan Hak Tanggungan ftu beserta biaya-
biaya eksekusi yang telah dikeluarkan”.

Sementara Penjelasan Pasal 20 menyatakan :

‘(1) Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang

disediakan oleh undang-undang ini bagi para kreditur pemegang Hak
Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi. Pada prinsipnya setiap
eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena
dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi unfuk
obyek Hak Tanggungan. Kreditur bertiak mengambil pelunasan piutang
yang dijamin dar hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. Dafam hal hasil
penjualan jtu lebih besar dari piutag tersebut yang setinggi-tingginya
sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

(2) Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan
menghasilkan harga ftertinggi, dengan menyimpang dari prinsip
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberf kemungkinan melakukan
eksekusi melalui penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut
disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan syarat
yang ditentukan pada ayat (3) dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan
untuk mempercepat penjualan cbyek Hak Tanggungan dengan harga
penjualan tertinggi.

{3) Persyaratan yang ditetapkan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi
pihak-pihak yang berkepentingan , misalnya pemegang Hak Tanggungan
kedua, ketiga, dan kreditur lain dari pemberi Hak Tanggungan.
Pengumuman dimaksud dapaf dilakukan melalui surat kabar atau media
massa lainnya, misainya radio, televisi, atau melalui kedua cara tersebut.
Jangkauan surat kabar dan media massa yang digunakan harusiah
meliputi letak obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Yang dimaksud
dengan tanggal pemberitahuan tertulis adalah fanggal pengiriman pos
tercatat, tanggal penerimaan melalui kunr, afau tanggal pengiriman
facsimile. Apabila ada perbedaan anfara tanggal pemberitahuan dan
tanggal pengumuman yang dimaksud pada ayat ini, jangka waktu satu
bulan dihitung sejak tanggaf paling akhir diantara kedua tanggal tersebut.

(4 Cukup jelas.

(5) Untuk menghindari pelefangan obyek Hak Tanggungan, pelunasan utang
dapat dilakukan sebelum saat pengumuman lelang dikeluarkan”
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Terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur antara pasal 12 UUP
dan pasal 20 UUHT yakni dalam hal persyaratan pengumuman apabila terjadi
tindakan pengambifalihan agunan. Dalam UUP tidak disyaratkan pengumuman
apabila dilakukan pengambilalihan agunan. Sedangkan dalam UUHT
disyaratkan adanya pengumuman apabila dilakukan tindakan pengambilalihan.

Oleh karena itu berdasarkan penafsiran asas /fex specialis derogat lfegi
generalli dapat dinyatakan bahwa pasal 20 UUHT hendaknya digunakan
sebagai hukum yang khusus (fex speciall). Disamping itu, ketentuan pasal 20
tersebut merupakan kemudahan vang diatur dalam UUHT karena dengan
kemudahan-kemudahan tersebut merupakan perlindungan bag kreditor
terhadap debitor yang melakukan perbuatan cidera janji {wanprestasi) sehingga
kreditor dapat mengambil seluruhnya atau sebagian dari hasit penjualan barang
yang dijaminkan. Hak untuk menjual cbyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendir merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan {droit de
preference) yang dipunyal pemegang Hak Tanggungan sebagaimana dikatakan
dalam penjelasan pasal 6 UUHT. Perlindungan terhadap kreditor akibat
perbuatan debitor yang telah cidera Janji merupakan hal yang wajar mengingat
beban yang ditanggung oleh kreditor sangat besar karena dana yang

dipinjamkan merupakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.

1. Penyelesaian Melalui Parate Eksekusi

Apabila debitor wanprestasi, maka kepada kreditor diber hak untuk
menjual barang yang digunakan sebagai jaminan. Kewenangan untuk
melakukan eksekusi secara langsung (parate eksekusi) ini mefupakan

keistimewaan bag pemegang Hak Tanggungan karena pemegang Hak
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Tanggungan tidak perlu menempuh dengan acara gugatan perdata biasa yang
menyebabkan biaya tinggi serta memakan wakiu yang lama sehingga dengan
demikian jalan yang ditempuh kreditor ini cukup mudah Dasar hukum parate
eksekusi adalah pasal 6 UUHT yang menyatakan bahwa “Apabila debitor cidera
janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual
obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta
mengambil pelunasan pivtangnya dari hasil penjualan tersebut”

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 UUHT tersebut dikatakan bahwa
kekuasan untuk menjual yang dimiliki pemegang Hak Tanggungan
berdasarkan janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila
debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak menjual obyek Hak
Tanggungan melaliui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari
pemberi Hak Tanggungan. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan
bahwa hak yang diperoleh pemegang Hak Tanggungan berdasarkan kuasa
yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan. Kuasa yang diberikan olen
pemberi Hak Tanggungan tidak dapat dicabut karena merupakan kuasa yang
bersifat mutlak sehingga memberikan rasa aman bagi kreditor untuk
melaksanakan haknya sesuai dengan janji yang diberikan oleh pemberi Hak
Tanggungan. Ha! ini berbeda dengan ketentuan pasal 1813 BW yang mengatur
tentang perjanjian kuasa dimana dalam pasal tersebut dimungkinkan seorang
pemberi kuasa dapat mencabut kuasanya antara lain dengan ditanknya kembaii
kuasanya oleh pemberi kuasa atau dengan pemberhentian penghentian
kuasanya dan lain sebagainya. Apabila ketentuan pasal 1813 BW diterapkan

maka kedudukan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan menjadi lemah
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karena dengan demikian pemegang Hak Tanggungan tidak bisa melaksanakan
haknya melalui parate eksekusi. karena sewakiu-wakiu pemberi Hak
Tanggungan bisa mencabut kuasa yang diberikan kepada pemegang Hak
Tanggungan.

Apabila kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan benar-benar
melaksanakan penjualan di muka umum atas cbyek jaminan berdasarkan
parate eksekusi sesuai ketentuan pasal 1178 ayat { 3 ) BW, berarti kreditor
melaksanakan berdasarkan kuasa atau mandat yang diberikan oleh debitor .
Orang yang berpegang pada pendirian ini dikatakan sebagai menganut teori
Mandaat. Teori ini antara lain dulu diikuti oleh H R."?

Selanjutnya bila kita baca ketentuan pasal 1241 BW tentang
wanprestasi dikatakan bahwa "Apabila perikatan tidak dilaksanakannya maka si
berpiutang boleh juga dikuasakan supaya dia sendiriah mengusahakan
pelaksanaannya atas biaya si berutang”. Ketentuan pasal 1241 BW ini iebih
selaras dengan ketentuan pasal 8 UUHT dibanding dengan ketentuan pasal
1813 BW yang merupakan ketentuan umum tentang perjanjian kuasa.

Dalam perjanjian gadal, parate eksekusi diatur dalam pasal 1155 ayat
(1) BW sebagai berikut :

“Apabila oleh para pihak tidak ftelah diperjanjikan lain, makaj

berpiutang adaiah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai

bercidra janji, sefelah tenggang waklu yang ditentukan lampau, atau

Jika tidk telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya

suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya

gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta
atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud unfuk

mengambil pelunasan jumiah piutangnya beserta bunga dan biaya dari
pendapatan penjualan tersebut”.

2 }. Satrio, Hukum Jamninan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1,
Citra Aditya Abadi, Bandung 1977, h.225
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Berbeda dengan Hak Tanggungan timbuinya Karena di perjanfikan sedangkan
dafam Gadaf parale eksekusi timbulnya karena undang-undang

Penyelaesaian melalui parate eksekusi merupakan salah satu cara
penyelesaian yang dimungkinkan dilakukan oleh kreditor. Pengertian Parate
Eksekusi sendiri adalah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kreditor
terhadap debitor yang telah melakukan wanprestasi tanpa melalu perantaraan
hakim dan prinsip UUHT yang memberkan kemudahan eksekusi {parafe
eksekusi harus dimbangi dengan pelaksanaan praktek di lapangan. Selain itu
masih muncul kerancuan dalam pasal UUHT berkenaan dengan penjualan atau
dalam rangka eksekusi pelelangan obyek Hak Tanggungan. dimana terkesan
tidak saling mendukung dan dapat memicu permasalahan di kemudian hari.
Kerancuan yang terjadi yaitu adanya fiat dari Pengadilan Negeri setelah parate
eksekusi dilakukan yaitu bila sewaktu-waktu ada pihak ketiga yang menuntut
bahwa tanah yang dieksekusi tersebut bukan milik dari pemberi Hak
Tanggungan tentu akan membawa Kkesulitan sendin bagi bank sebagai
pemegang Hak Tanggungan.

Sebagaimana diketahui bahwa apabila dilakukan penjualan obyek hak
Tanggungan dalam hal debitur cidera janji kemudian dilakukan penjualan
melalui pelelangan umum, pelaksanaannya tetap mengikuti prosedur dan
ketentuan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, setiap pelelangan harus
sesuai dengan Pedoman WMahkamah Agung dan harus mempercieh
persetujuan ataupun penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan
demikian pelaksanaan lelang tidak berbeda dengan lelang sebelum UUHT

berlaku. Prosedur eksekusi diharapkan dapat dipertimbangkan kembali seteiah

Tesis Hak Tanggungan Sebagai ... Soebianto



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

berlakunya UUHT agar pasal 20 UUHT dapat diberlakukan langsung tanpa
harus mengacu pada Pedoman Mahkamah Agung atau meminta penetapan
fpersetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk itu agar tidak terufang masa lalu sebagaimana yang terjadi pada
eksekusi akta hypotheek, perlu adanya standar hukum bagl terciptanya
kesamaan pandangan dan penafsiran dari para pihak terkait dalam
menerapkan dan melaksanakan ketentuan eksekusi. Dengan demikian akan
terwujud kepastian dan perlindungan hukum berkenan dengan permasalahan

eksekusi obyek Hak Tanggungan.™

2. Sertifikat Hak Tanggungan

Menurut ketentuan pasal 14 ayat { 4 ) UUHT, sertifikat hak atas tanah
yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan harus dikembalikan
kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Pelaksanaan ketentuan
pasal ini sangat tidak diinginkan oleh pihak perbankan. Bank selaiu
menginginkan agar bukan saja sertifikat Hak Tanggungan, yang menurut pasal
14 ayat (1) UUHT merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan bagi
kepentingan pemegang Hak Tanggungan, tetapi menghendaki agar sertifikat
hak atas tanah juga disimpan oleh bank. Keinginan bank yang demikian itu
adalah untuk menjaga agar pemegang hak atas tanah yang bersangkutan tidak
kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan bank sebagai
kreditor (pemegang Hak Tanggungan) di luar pengetahuan dan persetujuan

pank. Dengan menguasai sertifikat hak atas tanah di samping sertifikat Hak

"Agus Yudha Hernoko, Diktat Hak Tanggungan, h.55-56, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Surabaya, 1999
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Tanggungan, maka hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat dikurangi.serta
mengurangi risikc Untuk dapat mengakomodir keinginan perbankan yang
demikian itu, maka pasal 11 ayat (2} huruf K jo pasal 14 ayat (4) UUHT
memberikan kemungkinan kepada bank sebagai pemegang Hak Tanggungan
untuk memperjanjikan di dalam akta pemberian Hak Tanggungan bahwa
sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak
Tanggungan tidak dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan tetapi juga disimpan oleh pemegang Hak Tanggungan. Cleh
karena itu Akta Pemberian Hak Tanggungan didaftar pada kantor pertanahan,
maka dengan dimuatnya janji-janji tersebut dalam akfa pemberian Hak
Tanggungan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.**
Sedifikat Hak Tanggungan, yang merupakan tanda bukti adanya hak
tanggungan yan diterbitkan oleh kantor pertanahan dan yang memuat irah-irah
dengan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA ", mempuyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang teiah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai
pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
Demikian ditentukan dalam pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UUHT. Dengan
demikian untuk melakukan eksekusi terhadap Hak Tanggungan yang telah
dibebankan atas tanah dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugat-
menggugat (proses litigasi) apabila debitor cidera janji.dan tidak perlu minta
penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas

obyek Hak Tanggungan dalam hal debitor (pemberi Hak Tanggungan) cidera

4 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal 73
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janji.hal itu merupakan ciri yang melekat pada Hak Tanggungan sebagai
lembaga jaminan atas tanah yang kuat adalah mudah dan pasti dalam
pelaksanaan eksekusinya.

Dalam pasal 26 UUHT dikatakan bahwa “Selama beium ada peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan
dalam pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada mulai
beriakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 26 UUHT dikatakan bahwa yang dimaksud
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus
eksekusi Hak Tanggungan, sebagai penganti ketentuan khusus mengenai
eksekusi hypotheek atas tanah. Selama ketentuan ini belum diatur
menggunakan ketentuan tentang eksekusi hypotheek yaitu pasal 224 HIR dan
pasal 258 RBG dan dalam pasal 14 UUHT yang harus diperhatikan yaitu bahwa
grosse acte Hypotheek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya
Hypotheek dan dalam Hak Tanggungan adalah Sertifikat Hak Tanggungan.

Proses eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan senngkali
menciptakan masalah tersendiri yang cukup pelik, demikian ditutis A. Yudha
Hernoko dalam tulisannya yang dimuat dalam Yundika Vol. 15, No. 5
Sepetember —Oktober 2000. Selanjutnya masih dikutip dari tulisannya yang
menyatakan bahwa dari segi biaya bank harus mengeluarkan jumiah yang tidak
kecil, juga dari segi waktu penyelesaian yang lama dan berliku bahkan mungkin

akan muncul perlawanan dari debitcr maupun pihak ketiga.
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3. Penjualan Di Bawah Tangan

Namun apabila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak
tanggungan, penjuaian obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah
tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak. Demikian ditentukan pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang Hak Tanggungan, yaitu :

“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan
obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika
dengan demikian itu akan dapat diperoieh harga tertinggi yang
menguntungkan semua pihak.”

Oieh karena itu penjualan di bawah tangan dari obyek Hak Tanggungan hanya
dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak
Tanggungan, maka bank tidak mungkin melakukan penjualan dibawah tangan
terhadap obyek Hak Tanggungan atau agunan kredit itu apabila debitor tidak
menyetujuinya. Apabita kredit sudah menjadi macet, sering karena sulit bagi
bank untuk dapat memperoleh persetujuan dari nasabah debitor. Dalam
keadaan-keadaan tertentu justru menurut pertimbangan bank lebih baik agunan
itu dijual di bawah tangan dari pada dijual di pelelangan umum. Bank sendiri
berkepentingan agar hasil penjualan tersebut cukup jumlahnya untuk
membayar seluruh jumlah kredit yang terutang. Kesulitan untuk memperoleh
persetujuan nasabah tersebut dapat terjadi misalnya karena nasabah debitor
yang tidak lagi beritikad baik tidaK bersedia ditemui bank, atau telah tidak
diketahui lagi dimana keberadaannya. Agar bank kelak setelah kredit diberikan
itu, bank pada waktu kredit diberikan mensyaratkan agar di dalam perjanjian

kredit diperjanjikan bahwa bank diberi kewenangan untuk dapat menjual
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sendiri agunan tersebut secara di bawah tangan atau meminta kepada debitor
untuk memberikan surat kuasa khusus yang memberikan kekuasaan kepada
bank untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut secara di bawah tangan.
Dengan dicantumkannya secara tegas dalam pasal 20 ayat (2} UUHT
bahwa penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan
bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, maka
keraguan-raguan itu menjadi lenyap. Dan menurut Sutan Remy Sjahdeni di
dalam praktek perbankan sering terjadi obyek hipotik dijual dibawah tangan
oleh pihak bank, baik atas dasar kesepakatan antara pemberi hipotik dan bank
sebagai pemegang hipotk maupun atas dasar kuasa untuk menjual di bawah
tangan dari pemberi hipotik kepada bank, dan seyogianya, sesuai dengan asas
kepatutan dan itikan baik, bank tidak menentukan sendiri harga jual atas
barang-barang agunan dalam rangka penyelesaian kredit macet nasabah
debitor. Seyogianya penaksiran harga dilakukan oleh suatu perusahaan penijai

(appraisal company) yang independen dan felah mempuyai reputasi baik. ™

I* Sutan Remy Sjahdeini, Loe. Cit., hal 122
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BAB IV

PENUTUP
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BAB v

PENUTUP

1. Simpulan

a) Sebagai lembaga jaminan yang relatif baru, Hak Tanggungan yang
kedudukannya menggantikan Hypotheek dan Credietverband dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ientang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah, merupakan lembaga jaminan yang kuat, dikarenakan
di dalam Hak Tanggungan tersebut terdapat ciri-ciri dari hak
kebendaan, yang jika ditelusuri sebenarnya Hak Tanggungan yang
berinduk pada Undang-undang Pokok Agraria yang tidak mengenat
Hak Kebendaan. Dari ciri-ciri hak kebendaan itulah yang
menyebabkan Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan yang kuat,
sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan
yang dapat memberi kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi
kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan.

b) Salah satu ciri hak Tanggungan adalah mudah dan pasti dalam
pelaksanaan eksekusinya, jika debitor ingkar janji atau wanprestasi,
kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan dalam melaksanakan
haknya terhadap debitor yang melakukan wanprestasi tersebut
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku

sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak
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atas tanah. Kreditur berhak untuk wmengeksekusi obyek Hak
Tanggungan, dengan melalui tata cara dan menggunakan lembaga
paranfe execufie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.
Pemegang Hak Tangggungan diberi kemudahan dengan hak
preferen untuk mengambil sebagian atau seluruhnya dari hasil
penjualan cbyek jaminan untuk pelunasan piutangnya. Eksekusi

dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak Tanggungan.

2. Saran

a) Dalam era reformasi saat ini, hendaknya pembuat Undang-Undang
Hak Tanggungan melakukan perubahan-perubahan yang bersifat
positif terhadap Undang-Undang Hak Tanggungan yang telah ada.
Diantaranya yaitu melakukan perubahan-perubahan terhadap pasal-
pasal ferientu vyang terdapat dalam Undang-Undang Hak
Tanggungan, yang secara yuridis justru menghambat eksistensi
lembaga jaminan Hak Tanggungan.

b) Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Tanggungan,
diharapkan jaminan atas tanah dapat berjalan dengan baik. Namun
kenyataanya antara materi yang diatur dalam Undang-Undang Hak
Tanggungan tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktek. Untuk itu
perlu  dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak
Tanggungan sehingga dapat diketahui dan diterapkan dengan baik
dalam masyarakat. Khususnya bagi kreditor dan debitor sebagai

pelaku langsung pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan ini.
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Bagaimana kedudukan kreditor selaku pemegang hak Tanggungan
dalam melaksanakan haknya terhadap debitor yang melakukan
wanprestasi. Dengan tidak memenuhi prestasi yang seharusnya
menjadi kewajiban debitor, kepentingan debitor juga tidak dapat
diabaikan dengan sebelah mata arlinya perlindungan yang seimbang
antara kreditor dan debitor (eguality before the faw principle) dengan
pencapaian efisiensi dan efektifitas serta biaya yang murah harus

menjadi pertimbangan bagi eksistensi hukum jaminan di indonesia.
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e I.‘..: .'.. _..‘...."-..'.
dgmtd tige knta. w—

setu: ddooret  puuy hari ini, hari . BAIRL wreremee tanggpal — 1908 -

mpat kntgo- datang meng '1dap kcpada kami WXSADE Wﬂujm : ;
Hﬂm FL 0 N P —

' ! Kepala Badan Pertanahan

' ja_Np,10/7961 '} -

s «~— Nasional dengan Sural Keputusannya Tanggal 8. ek we. 1998 Nomor A4 RI-4993

mtﬂ [
* E’mﬁ? h scbagai Pciabat Pembuat Aktd Tanah yang dimaksud dalam
nju
pas'al 19 Peraturan Pemcrintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran 'I‘ana.hmﬂk. >

Ktanadyy Suxahaye. den. herkantor 41 . Jalan Frogo. NOPAY . Py wmn
¢ngan dihadiri olch saksi-saksi yang kami kcndlldipcrkcndlkdn kcpadd

' d
kami '’ dan akan discbutkan dibagian akhir akts ini :

y
?

an. Pihak Pertama;
s}
2)
e
2)

zy

2)

2)

2)

Selanjutnya disebut yang menghipoti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................

Selanjutnya djg€but yang menerima hipotik. Pihak Keduva;

A penghadap mencrangkan bahwa

yang berhutan
syah kepada
tunal scj

cngan ini mengaku benar-benar {clah berhwtang dengun
ang ber-piutang, karcna mencrima uang pinjaman dengan

deue aienihavar bhinge
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e ety . —hemrklfﬂ&w—hungﬂ—mmm-h.wuv:*-tl:hay‘xr"’
tiap-tiap akbir bul.ln._(i.m untuk pertami kalinya pada "dkhir huln,n

/

hutang terscbut harus d:baym kembali sclambat-fombatnya pada ldnng:al

.Semua’ pcmbwar'm pcmbaydmn hann dilakukan kepada dan dif kantor ..
yang bcrp;uiang PSR OR (]Cngan mencrima \bll'.ll tanda

pcncnmmnmng yang ch'waknya D . A

- hutang terschut beserta bunganya sc-waktu-wakiu (_1:1[131{ ditagih dan
Iarus dibayar sckelika dan sckaligus, bila yang h(‘.{'hulliing melalaikan
kewajibannya scbagal yang  herhutang, bila yang berhubang dinyatakan
pailit atau karcna apapun hilang kckuasaan alas h:]rt'm\m hila harta
“vang berhutang disita olehi orang lain, bila yang h[‘I’hlIldn(‘ mcninggal
dunia, pula bila kcadaan. kokayadnnya mundlu‘ sedemikian, hingga

‘yanf bcrhutang mcmzmt “pértimbangan” ydng ber? plutang tak dlulll “dapat .-

membayar hutangnya lagi

L}

“guna meaambah jaminan dan tanggungan atas pembayaran kembali o

y o

uang pokok, uang bunga dan scgala /biaya-biaya yang diperlukan -

seperti  tertera dalam akta ini, yang berhutang dengan ini memberikan
HIPOTIK i, I\Lp/u a yang borpiutange hingga sejumlah

schidang tanah hak A . No.
di

Propinsi
Kabupaten /0
Kecamaldnh. /L e e
Des a /e -
dinraikan dalam surat-ukur (2l e Noo
luas tanah e, o e e Y,
berukuran panjang kurangflebih O (OO S y meter;®”
lebar kurang,fehih TR e CY eter; 2
persil nomor Daltar /e, \ knhir (11971317 SN blok ...
dan berbatasan disenélair
3)
............................................ s
)
............................................ 2

jitnya penghadap !ci‘.cbut pada sub 11, dalam jabaiannya Lcrscbut

Papa penghadap menerangkan pula, bahwa olch kedua pihak telah dijan-
pkan dan disctujui  kefentuan-kelentuan  sehagai berikut '

Jika-pembayaran -uang pokok utau uang-bunga dan angsuran-angsuran
enurut ketentuan-ketentuan tidak dipenuhi sebagaimana miestinya, peme-

—geng—grosse—dart-akie—ini-diberi-kekuasarn—yang—tidak-boleh-dicabut—kembali—

Lash

e . L
o 4 e g e

T e L A B s

................................... . terletak J

tima hipotik terscbut atas nama yanp berpiutang. T

e e
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licomar = m/ﬁmt/1996

b e b 0 b

AP B el

bl PP ER S
g A,

1. Tuen HEEEEEFREER . . -rcc fleosras Indonesia, -

vinuys enam puliub delapan (&) tabuan, svacste, ——-

B

bertempat timgogsl di Surabeya, Felurshano —-—-oe-
Fedungbaruk, Jalan EEEEDEENENENEECEIS - -

Fubun Tetamgge 31040, —— oo — s s s e e e

s
Ig—.’a'
-

D

Sy

T

Femegant Kartu Vanda Fendodabk folamadya —o—mem——e i)
: ' E’n;‘-‘!

Cated o et g e e g ANF
Burabaoya oomor FEROOA, LA DRAER, —— e e "‘:‘-@2:
vang dalam melakuban poerrbustan hebam dalam ab:ta by
g . WH

ates b ladly mprmpereledds peractbuadoga ddor n Lebr ey, [: )

o b i . e e e e R nn A M ks e v e ot Am .
~- HMyorve HEIEPEEER, tizron Hegara ) rsfjf.:;r':esia . T
e encm pulub tiga (553 tabun, ibw rumahl -
t(:triC__H’g & » o e m e m ot 1 enr et A e 1o A S SR e e AR e e s mh A b e o s e s
bortempat tirnggal sama dengan soandnys ——— =
teresebut distas, —owooos e e o e
Femegang Martu Tanda Perdudol: Motamadys —————
Surabayes nomoe FTHGOE, LAD L L0EE, e e
Sebagai PEMRERI HAK TANMGGUMGAM umtul ——r—— e —rem e

selanivinya dischbut PIHOE PERTAMEA . ommoe s — e

Zo Tean BUDIANRTO SETIAMAN. (Timimpin Cabang ————————
proeroatt terbatas BT .0 WaRi LU Toltd —-—-er——— o ——
CRbang DUy ahay @ e o o m o i i s s e e — o o
bertempot Lingoal di Duarabeya, o re e o
merurut beterangan penghbadan, penghadapy —————
borbtindal datam rabatan terzebuat, demibiarn —--—— -
pmerdasarkan Guwrat Muess dibawah tangan, ————e——
bermetersi cubhup, bevisngoal ooue poluly lima (20}
Septembeir seribouw sembilan ratos sembilean pulubh —
trga (1993 bervnomor OEESRESRSYE, vang toelaty e
diperlihatban bkehadapan zava, selaku Peiabat ——-
Fembuat Skts Tanabh untuk wilayvebh Fotamadya ————-—
Burabayd ., dardl 5 s e
— [:; . E' . L. . {.‘J I EFF:RC‘:‘\ . Mmoo e B 0 G e W A o e A ey e A s e P e il e a8 oo dn — — an
- HAMEGHG }’_{-’{f}blﬁu\"-!, T T b s i S i i s e e i e
wang dalam sl ind diwekil: dalem kedudukarn ———

mAzing masing dan bectaret turat daiam dabatarn -
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sebagai Direltor Uteama don Drrefitur dopei soeee—ee
perasroan terbatas FT. Dbk Upudd YOG ~-emmem—m—
berhkedugulian di Jakarta, demikion mewalaliy —-ee—
Direkst dari dan oleh karcnas itu wntubl dan -————
atas tisma, doemikiac sab mewebhi A perGceraor oo
terbatas PT. BANK UMUR TUGH berhedudukan —————-——
iy, Jakarts atauw Cabangrosa yang ada di Burabays, —
Sebagael Fenerima MHak Taonguungan ., yamg sebtolah —-
Hal Tangguongarn vang berzanghutan didafter pade -
FKantor Pertanahan sebtenpat akan bertindal ——————
sebaogai PEMEGAMEG HAK THAMOGUIMEARM, wotuk mm e =
selanjutnya disebut PIHGK KEDUR. e —

Parea pihoak vang =eys, Pejdabal bensml, -
$ Y :

menerangkan L e e e i S s S e S e e i s e

Raihwa wleh Pinok Hedua dorn Tuan SEHNGGGGENEENE -

tersebut distas selabku Debitur, telah dibuat dan-
ditanda tangani perjasniian hutsnog piuvtang yang -

dibubitifkan deEng@n ;e e s e s e e

-~ akts Fengabuedn Hutamng Dengasn Perndsminsts ———————
nomoyr 49 tectanggal due paoiaby doas (22 -—eemoe——

SQeptemnber seribu sembilon rotus cembrilae pulabe
empat {1994}, alita Penambabhan Fasilites bredit-
momor 1Ll tertamgoal sembilase (9 Decsember ——-—-
seribu membilan ralus seablillan puluh empat ———-
{19949} dan zxbta Penambahzn Fasilitas bredit -
Aomar 13 tertanggal hacil ini, keltiganya dibuat-
dinadapan saya, selasbw Motaris di Surabaya, -——-
demibkian dengan penambiahan, perpanjangan serta-—
pemnbabcruannya dibemudian hari. ————srmee——em e ———
— bahwsa untek meriamin peluanasan huetang Debitur —
gejumlan Fp. 700000000 00 (tujoh puluty juts —-
ruplian} yamg terdiri dari ;oo o mmm— e e
a&. Pengsboan Hotang Dengarn Pendeaminan seijamlab-

Fe. A5.000 000,00 (empat paluh lims Juts ——-

FURL R ot e e e e o et s e s e
b. FPenambakan Farilitas Fredit sejumlah ————e-—=

Fip.  L0. GO0

GOdh, oo (merulouly dutas rupiatiy . o
. Pesampbaban Fasilitos eedit scjumlabh ———— -

Fo. 10,0000 000 oo (Fimn Delaz Juta rupiat) -

atauw sejumian wang yang dapat ditentubkan —-—eme
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dikemicdian haitd berdasar g o

tamo pootano beesmebsol e

prazrabea b,

feelanjutnya disebut per

ram

TRy s 3 Svends mEa

e Iarjian oo
Lam dan penambabeny ., -
e bianEr aryy o, -

Jran fastang pivntang)

mamprml ceiumiaty Milazr daygoungon sebesar —ooe—ee

oL OG0T el oo seasba ae
cleh Fibwsi: ey tama dibseraboa
enada car onntuk Beperroarns s
waEng CErQats A menry stk e

Tanggunoan yarag dretur decls
Tarngoungstr gan pizrataran pe
e Lam

nya, perinobkat ke [

LGt LU I et 5 = e oo m e et

-~ Seplrdanyg tansh Hab Gure

D ivrahen Hodunobaroin,

terdatiear atas nama _.,

wang leebak, Latas bataz d
diwratican dalam Goambar bi
suduh empat CEAY Marel e
celapon maluiy enam | LS g
watay dasserolohn cdel Pibalk
i

e b

mbzta Jusd

o~y

Tt aEm

Florembn ciEpt ol SEEmina d S

Tiga (3993 momor VO3S
dibivtat ditadapean byor o

Darjana Huokua ., selabn Fee

Vearsarr vuntuk wilayvaty kot

meetilTibmt teresstout cdroer

urtuh ey luan cerotad tor

atan ternah daoy pendafiares

vahg diberabon dengen &bt

- Femborian Habk Tenggungan ters
Juta segals sesustr v adn

yang menuruat s1¥st, buguar, o

Betentuan bobom merupaban o o

tereebut.

Unstudk =selanjuitnya babk atas torom

[

ain tersebut dirate=s Siseboy

angaurigan yEno ofob Faitak

sebagal milikmym. - = oo
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nomo FG0E LRS-
Fertama bordoaser o
tiga beelas (13) ——-

memnied Lam pna buiy

1.

b, -
abat HPembuat Alta -
iy s Duraliecym, o
ahitan Vepatda Says ——
e grr el L han bak [—
o Hate langogungan ———

GATER

u

ottt diagtss meliput:
viiabas domn melebat —
sruntuhban serts —--

ey tlari tanelbn ————e
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Fara prhak dalam kegudubannva sebagaimana teveshui-
diatas menerangkatt., babitié memhewian Meal: Tangaonaan—
cpreebul disstuini dan diperianiiban dengen -
tretentuarn keterntuan sebagal boeeibat 3 -———o—mmrm o —

e M i e b it o — = o  mm mme i F.:"iiﬁ.":l.il i o [ ————— PP B

Fihok FPertams meriamin baibea semes Obwet Hak —————
Tarmupunoon tercebut distes, tetol milabk itk ————-
Pertama tidak terzanglut dalanm suatu zengheta, ——--

byerbeanm gdar i fikasn dey beboas pols deari bebeo belbe -

BB L o e o e e ot o om ets nm st vrvm bt e A nm T i A e i i  hems i
e o e o e e e i s e i i — [."Ja,__:_a t o Lt i e S s G L ks —— o i

Hal Tangaunoan tersebul dialos dibecikan alen Fikak
Fortama dan diterima oleh Fibah Fedos dedgan janidi-

janii yang dizepakati elel kedua bBelabh pibak S ——

mebapgimans diveraibcen dibowatb dnd 5 —omm T T T

- Debitue dapat melabuken peluanasan hutang yang ———
diiamir dergaen Hak Tangounoen distas, gongan ———-
cara angsueran atau dengsan cara lain zesual dengan
hetentuar betertuaars yang belah diperiendibkan -
amtara pars pihak seerta beblacsasn beblazasn yang—
wmum berlaka Jdi Rambk, —-o-— e —mm s s e e

~ Dalam hal Obyek Hak Tangoungan keaudian dipecsh -
zehingga Hal Tanggunopan pembebana beberapes ek ——
atas tarak, Debituwr dapat melakukan pelumasarc ———
Futang yerrg diiamin dengan ek Tanogungan detvgan—
cara angsuran yang besacroya sama dengan milai ~—-
masing masing ek stes Lanah tereebut. yano =
dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudiac
Hat Tamoggurgen itu banyva membebard sise Obyelk -
Mak Tanggungan untulk menjamain zisa bwtang yang —-
t)C‘ 1 (2111] Cji_ll_i!"} sl . e e e e e o S R e rn TS e P MRS —
Milei masirng masing Hak atas tanah tersebut akan—
ditentubkan berdasarksn hesepakatan sntara Plhak —

Pertama dengan Fibak Fedoes, ——-————or————m——m—mms

- Pihak Fertema tidgalk ekarn menyvewsakearn kepads pihek-

iain Obyel WHali Tangouoganr tanpa psesebuiven ————-
tertulie toerlebit dabulu dari Pihek BEedoas, ——o0—
termasul moenet tukan abtad menguiahn janghka sewms — o

dan/setan meners tna Watg wewa dioibio ) 1b greetuiul

disewakan atau swwdah disewaiipan 3 - TT oo T T
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- Pibok Pertamas bidal akan menoubab stau merombabe -
semua Dentuk atsu tata susunarn Gbyedh Hak Tanggung
ar, termasui menaubab sifat dan tuiovan begunsan -
nva baik selurvhknya maupun sebagian tanps perzetu
sjumn tertulis terlebib dabule dari Piheit Kedus -

— Dalam hal Debitur sungguh sungoguh cidera jardi, -

Firkah Hedus olehl FPihak Pertama dengss @iits ini - —

diteri dan mervatabian mererims bewenanogsn, dan ——
1k
urntule itu huasss untudl mengelala Obyeis Hab —me—oee— FINE

Tanggungan berdazarkan Peostapen Fetua Pengesdilan
Megeri yang deaerab bubumnyas meliputi letak Qboven— 5
Hal: Tanggunrgean yang bersanobuatean 3 ——eeesese— s s
— Jika Deobitur tidab mesmenubid bewsd deer ity e '_5-'?\“-
melunasi huwtangnya, berdamarban pes)aniian e Fiuy
Fastang paivtang tercebut diaotee, oleh !i_..i,i':al: e e
Fertama, Fihak Kedus selsboa Pesesgang Hialke —-—————e—-
Tariggungan Peringhat Pertams desosn abta ind oo

daheri dan menyatakan menerima kewesnangan, dan -

, vkl 1t buwasa, untuk tenpes persetuajoan terlebih
datuln deri Pihal Pertamg @ —-—-————o—mremmme————m————

. mEnjual atsu =2urul merjual dibedapsn umom -

.
zecara lelang Obyek Hal Tanggungan baib —-——-e-
seluruhmya msupen sebsxgize ¢ - —e-————————————
b. meagatur dan smenetapkan wabktu, tempat, cara —-
can syarat seyvarat peniusisn 3 -0 oo oo
Co. menetr imsa wang pernjuslan, meoands tangeny dean -
menyerabhan kwitanei 3 - jom T e e - s
. 4. @menveranban apa yang dijasl 1t kepsda pembell 5;
Varg br-_?rf_aanglu.tt.‘an BT s e e o o b ot e e - BRE
e. mengamizil dari vang hazsil penivalan titu ———ee— ‘57‘9
selurubnys atas =ebagian untel melurnassi twberg Eﬁ“
o
o Uebitur tersebut diataz, dam ———s oo ;;.:.
%
. melabubkan el bal ladn yang memuret Urdeng ——— tﬁg
Undang dan peraturan bubum yang berlaklag ——o—e %
diharushkean ataw menuret rendaost Pihabk bedos — E;;’:
perlu dilabkubkan dalam ranghka melab=anabkan ———— FAF
buzes teresbut. —————me-—mm—me o o E'q:’
r = Fihak Nedus sebaasi pemeagang Hak Tangguogar ————-— :
Foeriama ates Ubvel Halk Ta!'i(",_’r_.)l.!nt_::.c'.'ﬂ‘r tidak aban ———-—
- memberzihian Hals Tenggungan terzebut becuali ————
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derngan persetuiven dari Femegang Halo Tenggungan -
Kedua dan seteeuasnyea, walaupun sudab dieksekuma -
untuk pelunasan plutang Pemegang Hak bangauongan -
PRI L EUTIE 5 e e e e i R o £ i o
Tenpa persetuiven tertulis torlebib debula dera -
Fihad Feduaa, Pipak Pertama tidak akan melepasioan—
Paknva atas olhysk Hak Tanopogungsan atow nertig e bbb
nya fecara apapur wntuk bepentingan Fybeak Fetiga:
Balam kal Ghwel Hak Tanoouwegan dilepashan babinyas
olehl FPihak Pertama ataw dicabut haiimya wntubk ——e-
epenticngsn tmam, sehingos helo Pibhelk Porians stes
Ohyek Hak Tanggungan herakhic, Fibak Kedua deagan
akta ind oleh Fihak Ferloeda Jdibari daes sooyocbebian
moenering kewenandgan. dan aolul ito kuasa, ook —
mEnuntut atan menagih dern menerima vatg ganti ——-—
rugi dan/atau segala sesuatu yang karsna ita —oe-
dapat ditanibt dari Pemerintan darnd/aten Pituwbk ——-—
Ketiga lsinnya, untuk itu menanda tangani dare ——=
menverahkan teanda ponerimasn wang cads g i abitbars —
rindakan tindakan yang frevlu dan hecduna seerta -

dipandang baib olegh Fibek bedoa serte selenjuebngs

mengamizil seluruh atau

DEG L AN Wanag gantl rugl —
dan lain laimnyae tersedbul June pelunassn —-ems—me—
piuvtangnya 3 e
Fikal: Pertama akaen mengasuyonzikan Oleyeid Hall ———-
Tanggunrngan bterhadap banaya vahava kebabkaecan dan

malapetaks lain verg disngouss perle oleh Pibak -
Faduas dengat syarat syvaral antiud suato pumlan ———
pertargpunoan yeang dipondang cobkop oledh Filiak —-——

Fedua pada perugahaan asuransl yang ditocoauk ——-—-

mleh Pihair Vedus, dengean dentvan surat poliz ~-
asyransi yang bereanghkulan alban disimpan oleh ---—
Fitat Kedus dan Pihek Pertama sakon smembayasr premi
pada waktu dan sebagaimanas mestinya. —----- e
Dalam hal teriadi kerugisn Larens bobabiaran atauo-
malapetake lain atas Qbhyvok Haly Tanogungan Pibed: —
Fedua dengan abiis and diabers dare mereyatabkan oo
menerima beworangan, dan untol b kuasa, aotuls -
mererims soelurubh abtzg selroaiisn aang ganbi —ere—— o

Earygian asuransil vang berzonghluaton sebaged ——— -
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ufd edme wttuk-thenjual di hadapan- umum (eoal yang relah di-ikatkan @li-hipotikkan):

orotin = dalami akia ini. dan selelal (erjual, dibertkan kekuasasn untuk mcnycrithkan
halonmy - apa yang lerjual ity deagan hak memindahkan kekuasaan itu kepada orang
'olmjuh.'s'nmin_ agar dari peadapatan Jelang itu dapat dipergunakan untuk perlunasan
' wuang-pokok heseria uang-bunga dan ongkos-ongkos untuk yang berlindak
mewakili yang berpivtang dan ongkos - angkos jorisita
Tanalh yvang dibipotkkan it dengan tidak mendapat izin dari pemegang
grosse vang svah dacy akia ind, tidak balch disewakan lebih Tona dari se-tahun
vang herulang dan yang herhutang tidak boleh mencrima wang sewa yang
dibayar lebih dahuly
Penjualan tanah vang terikal dalom akta ini alas kemauwan sendiri
subagai dimaksndkan dalam pasal 1210 dart Kitab Undang-Undawg, Perdata,
ficdih mebebasham hipotik ing
Schma hatang tersebnt heserty wang-hungonya behim dibayar lunas,
vange herhutaog harus memasvkkan pertappeungan kehakaran  atas scgala
hangunan-hangusan yang berdirt dintas (unah yang di-hipotikkan itu pada
suaty perseroan perianggungan kebakaran yang ditunjuk oleh yang her-
piutang, sural polis-asuransinya haras lersimpan pada pemcgang grosse dari
akta ini dan yang berhutang diwajibkan membayar vang-premi sepatutnya
dn pada waikfunya
ik terdlpat kerugian karena kebakaran di atas tanah yang terikal ini
dian yang telah atau akan diperfanggungkan itu, maka uang pengganti
kerugian asuranst menjadikan penggantian jaminan hingea banyaknya piulang
pada wakto it ditambah dengan wang bunga yang haras dibayarnya, dan
dulwsn keadaan sedemikian itu, pemegang yang salt dari Sertipikat hak atas
tanalt bertanggung jawab datam scgala tindakun terhadap perscroan terschut;
Reduy pihak dalamy perkara sengenai hak-hak fersebut diatas memilil
tempat kedudukiannya yang tetap di Panitcran Peogadilan Negeri di

v

Sctelah memertksa suraf-surat, yang dimana perln tetah dibububi
melerat secukupnya dan berpendapat semuanya itu memenubi syarat-syarat
Mmaka kKami menyurah buatkan akta ini dan memberikannya sehagai bukti.
Pabiwa lessebul mendapat HIPOTIK
ningea sebexar Rpo oL (e e )
atas danah hak yang divraikan - di atas.

CBersiunn ang diterangkan, babwa pang meterai vang diperfukan untuk
akta ini scjimlah RpoooL (e )
telah dibayar lunas menuruel Surat-kuasa-uniuk-menyctor-uang-meterai ler
tngeal N reaees Noo - osural wana dijahitkan pada

axnbwkta ini ; '

Detnikian akta ini dibuat pacda hari dan (anggal terschut di atus, di bawah

NtﬂW’%,. dibadapan 8aY0, . Pelolor Polohat Poubuntk Akta 4)
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schagai  saksi - sakst dan setelah isi akla ini di]cldxk(m dan (11aciuy.u makd

akta ini elthuhubt tanda - tangan oleh p‘uﬁo!gcnggdclan sd}ixl-sdk\l kami,
5)

pojubat pen akba tanal untuk Wikiyal o R L e :

Pejabul Peiabaal Akla Tanah,

‘t‘t‘d..
(PI'JJT.&DI TIRSIAD Ay Ldle )
Yang herpintang, Yang berhutang,

ttd, ttd.
W B A (Tuaan - CHE.Y;

Cabang Durabaya

Para suksi

l. ttd,
o

1), Yang tidak pe
Yoo DN nama, and
borsuami (Iiﬁchulkun jupa kclcr.m;__dn (Ildld& lllCi1!_.LlleI .\n.unmy.l.
3 Manya dhisi biks tnahnya belum divraikan dalam suatu sorat-ukor,

Ay DS namin, umur, kewargancraraan, pekerjaan, lempat linggal para suksl
§). Dhisi wilayah kerja Pejabal Pembont Akia Tanah,
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Kuasa untuk menthehankan flak- Tanggaogan ini meliputi Kuasa ontuk
—_— o menghadap dimana periu,. memberikan ‘keterangan - Keterdongan scrta
- memperlihatkan din menyerahkan surat-surat yang diminta, membuoat [/ mint
ﬂﬁﬂ? Gﬂw dibuatkan serta mengnda tangdni Akta-Femberian Hak Tanggungan serea soral -
® : ‘m-.“m?.m&ﬁmﬁ "m‘l' suceat lain yang diperlukan, memilib domisili, memberi pernyataan bahwa obyck
: wgwm G 1L Tangeungan, betul milik Pemberi Kuasa, tidak lvr‘s‘:mgkut dalam sengketa,
abran yang Wi we  bobis diel sitaan daf dari beban-behan apapun, memdaltarkan ik Tanggungan
ada 42 Vawk dengas tersehut, memberikan  dan menyelujui  syaral-syaral atiau aturan-aturan serta
atay m’ah_ Apbagal janji-jangi yang  disetujui - oteh Pemberi Kuasa dalim Akla Pemberian  ilak

o wagan Y Yl
waln o A Tanggungan tessebut, sehagii Beriku ;- N R S ——— S —
w/olee hutmngnpte | ANESUN] sebut, sehagai bertkut |
' -, . .

.

Ju corotan pala we . il hahwa pelunasan wlng yang dijamin dapad (Ii];t}u’k:m dengan cirs
3 dnd dan: digoi ~Auguirat-png-hest iy sama-dengan-nibi- masiog-masing-iideatas-tanah-yang

N 4 - "‘."'.' tr o A \ \ : ot .
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' T e e y s
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Tlak Tanggungan itu hanya membebant sisa nhﬁ?ﬁf“li:1-k—-1¥mg%nnmuuk
ﬂ-}_(‘.lljilll}i!ljﬁis{lrll[ﬂng-}f-ﬂl_lg—hell.IIn-([il-UI]slfii, b S T
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~+ Jrnji babwa dalam hal obyeK Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga
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pelunasan utang yangAdijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara afgsitran -
yang besarnya sgafa dengan nilai mz'lsilﬁg-m;tsir;g hak atas tanah tersebut,
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. ]dnp janji lain yfmgj tidak berteptangan dengan Undang-Undang Hik.
.nu,aungfm dan peraturan fain yang berlakil ----mmemmmee - s

(Lm untuk pehkmn wn janji-janji tersebut memberikian kuasa yang [|l[)L[']LI]( L
lepada pemegang Hak Tanggungan did fll,tm Akta Pemberian Hak Tangguhgan.

' Kuasa ini tidak (ldpat dltmk kembali dan tdak | )(.i.lkh][ karena. b(‘hdl)
apapun xecuali oleh karepa telah di laksanakan pembuatan Aktd I’cmhermn [lak
Tanggungan C,clambat lambatnya tanggal %"'3"""997 ...... ﬁ?@i.,?“l‘ﬁl ‘Wﬂm porrsserod

................................... )serld pendaftarannya at: i karena un%dl tersebut telah
ler ! unp aui tanpa dilaksanakan pembuatan Akt Pemberian 1 tk Tanggungan,

' Akhirn\'a hadir }ug;l i h'lc!ap"tn'szi}'a dcn“'m dihadiri olel saksi-saksi

............................................................................................................................

......................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................................................................................................

yang mumrwgkm tclah mcngemhm apa yang diuraikan  di fl_tas dan
menyetujui kuasa )ang_dllJcrlkm_.d'lid_m aktaini. s :

Iara Penghadap dikenal oleh saya/diperkenalkan kepada saya, ----——-

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan
| I MADT DYVSTRIANAy Barlang nukm, pomuai kantor noﬁm-m/mm,

‘lxammpnt bingemd ‘a4 ﬁm'bmm g -

o csebagad saksi-saksi, dan seteluh dibacakan scrta dijelaskan, maka sebagai bukti
Brabayn e olhenaran pernyataan-yang, (Ilkemukahan ofeh Pembert Kuasa dan Penerima Kuasa
uge tambahan 4us  (crsehut diatas, ’11\&11111{111:111(14ngln}}tmrtum{ turut ool Pemberi Kuasa, Penerima

3¢ Ku;md Jara s saksi dan saya, Pejabat Pebuat Akta Tanah/Naotaris schanyak ... “«2a
. WO

.......................... ylembar in anginali, satu lembar disimpan di kantor s.lya,sc(ldng

SKMIT 7
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AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN
Nomor . 232, ®/ VI / armr 1997

Lembat Pertama / Ked

, .
lvz'ajin la'iri ini Jumat tangeal S (.. CNAaNl == - )
hulan . URL == o L3997 (807100 0QumbLIon memwe

vaLtus genbllsts pulubh tujuh = -

CUPARIAL CORNELIUS ISTANLAR, Sarjans Hulum

Pt i i Sayi, L U AR TR

yang [|Cllg2i[I/h(‘[’ll:iﬁl}ir](ml Surat Keputusun  SPRRES, DONER BB MRS

Haplonsl = tanpen] G8lapon el soriby ——

nomeT LT T st SRR e T diwngkat/bertmdaks sebiugd
Pejabat Pembuat Akta Twnah yang selanjutnya disehut PPAT yang dimaksud dabioe
pasat I9 Peraturan Pemerintal Nomor: 10 Tahun 1964 tentang Mendaftaran Tanal tan
Undang-Undang Neptor 4 talun 1996 tentang Dk Tngungan Atas Tanah Beserta
Bends-Benrda Yang Berkaitan Dengan Tanak ( untuk m_‘iunju(ny’:n disehbut Undang-

Undang lak Tanggungan ), flengil ndacrah kerja B.L‘;i»'dﬂRiC!&EMTMuYANG-*

dengitn diiading oleh saksi - saksi yang saya Renaldan akan disebul padicbagian aichir

L 3 T T

Lo Ruan SUOMNE DIATTRA, Noltil Yomdmin povearoan.. forbatas. DT, - DAYK
ihCAL TUGY Cnhang, Aueahoya bezkotudulan (4. Irlarday. bYovtompat -
tingoal 43 Surakoya,. dengan. alamat. oo dox . Jalan. Meepada. Tox tolx

an Sk, ro:’\?ﬁh Mok 0/5‘6 T by e o i T e e e TS AR T e e
= Galan bad dnd Tertinddis dalan. Jslbalasya. farsobut. diatan . we—

Jerdanarkan Tuxad. Kuasa, ddhawol. tngmn. tontangend 25, Soptanber
1993 nomor. ODA/5Y/ I{,./‘;-‘B.,. dengan. Aoniliw . oab mowskili antule dan
-aian nama. Imm:toarl_ SAorbagon. T, BAX 10T DI borkadudulian. «
44 Jakarta Cobang. Savabazn.

rang, Anlem molalodoss vhodelion Bunun, torsebut Adbavnh. ind 4 bor-

Anasvion akche Suwat Kuaes, Norbaobankan, Jiak. Tangeungan nemor. 34 3
Jangend. 23 Mol 1997, dibsat. dibadapan NIVATTL MIRATATA, . Sariaca
Ihdtumy 20tande . A1 Sunalinit s smrssesis s e ey s ———

............... thr

Sobornd Taney dard dup selale domiltian bk dnn atat nams ¢ -
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o T, e— 31t 130 Jogn. Ho il XEORSONE | 1ot . et

CLdong. dengan parcoti fuan Aol dotrdnyay - yadmd - § :
 w Iyonya Faddsh LILTE SIMYAURIL ditudic. juga . LILIER SIBEYATI, w

........ DUALEA 5 st et ot e T T b s
L kaduenya, hoxbompat, .ﬁing@:'.lf AL atupaton Jombory Eolurnban. =
 Ealivates, Jslsn Gajah Moda 200, Raon Tolangea 03/01g mee

schagai Pemberi [[ak Tanggungan, untu sekanjuinyz dischul Piliak Pertama. ; --

11 = Tann, DIONHG. TIARTE A, Wakdd, Yordopin poraordan. tarhatan Fle~.
DAY EART T borlodududian 1 Jdplnria Cabang

Ubortormat tinsgal di Surnbayss dongon olamat mitor Jnlen Uas

noda Torptokonn Garnd Fogah Blok C/fGr=f 3~ oo ees

= dalam hal dnd Yoetis€ols hondasnatmn Jvrad Yunss ddbawal e

domgen demildan eob. mowrtsdili entole dan atag namg norpOTOa

o torvatad 7, BANK TR TUGY borlmdudiinn al Jalometa

LCnbong Sunabaym. g e s e st e e
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AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Lembar Pertama / Kedua

1’:3,I'.1 h:iri ini ’Jum'at tanggal O (...8naM s )

bulan .. unk = taﬁt.m Ago7  eeriby esombllon e

rabua 'éiéﬁb'i'iéﬁ"' puluh tujuh -

hadir di hadapau saya, .. T PRSI AP
yang (1cngan/hcrtlasl:i_rkan Surat Keputusan Ke;;alaBadanPertanahan
Hapioual : tangga]  49Lep en Mol eoribu we

genoilan TEEUs @enblian puiul lima (d=5 = 1595 )menn

nomar diangkat/bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang setanjutnya disebut PPAT yang dimaksud dadam
pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 1) Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanab dan
Undang-Undang Nomor ™4 tahun 1996 tentang tak Tanggungan Alas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Deagan Tanah ( untuk selanjutnya dischul Undiang-
Undang Ilak Tanggungan ), dcng:'m dacral kerju Bl'liiLIAi\EOAMATAHYANG—

dan herkantor di Jaulan.!'srunaukmztnomoribf;dcmmr.

dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir
ARED TR 1 mm oo oo ot

I Mo B0 TIATTRA 5. Nolddd Demirgdn poesancm:. forhetes. PL,  DATK
LTI Onbwng . Suwathaomy,. bestmdudidean . 44, Srkarda, . Sordenpat. -
tingonl, 44 Turabayn s 601':.31111 alamat kontor Snlan. .tﬁuzg_::adﬁ. Tortoko
an, Samat. Hogal, L0k, QF5=0s. setrmmme st memt ot smt e sevrmssssr s seines
- dalan ol dnl Tertindalk delan. jabatarcya foroobul. ddatan, e

Sexdasarkon, Suwat, Kuaon . ddhawoh. tewngan. tomtonggal 25 Soptombor
1993 nomor. 0O4/5v/3/03 + Bengan. Aorditix . ool sauwakili. tmtde .dan
8430, nam, perooToxr. . torbatan. PT, JANK LT DU bonlndudilan.
.51.1-...(fnl«?ar.f-.a.Qabans..ﬁmte}b:’m ; ' —

. =)
DARLEL CORRELIUI ISKAHLARy Sardana Bukum

...................................................... B

Jang drden molaladin vindaelin Budne. torsobut. ddbawah. 1nd, box-

Aannzizn sltta Bumat Yoacs, .l-kamba}iazﬂmn'-. fak. Tangeungm: nomox. 31
Sancond 26 .Mal 1997y dibiat. ddbacapnn WDIANY. NIRATATA , Sar java
Jhaltum, Notaria . Al Sunabnain g e e P

v

2obagat kuogs dard dan. sollaku domikian. bk, Jan. atoe. nams. ¢ -
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erotan pada

um':numit bm,
condn ﬁ;m hiuya._.

ladrma . ....-....J,.......

1 ta'vba.h;xﬁn ooyl

Llrl..

Tesis

.ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Csebagai Penerima - Hak Tanggungan, yang setclah [k Tanggungan yang
hessangkutan didafiar’ pada Kantor Pertanaban sctempat akan bertindak,
sehagai Pemegang llak Tanggungan, unluk selanjutuys discbut Pihak Kedua, -

sel:tku Dehitor, telah dibuat dan ditanda tangani perjasjiin vtang-plutang yang
R LKA CIEAI ¢ mmmmommmommmm e oo o R e eI TP

. akw  Pongdman Dhitang Tongan FAnjaniygn g se—em—mmee——e

tangpat 26 Yol 1997 3 smerrsmemeremosm s e e e el
namor "27“‘"“ .......... “‘“""’;‘ ...............................
dibual di had: lpm mrmz.mmm, ».»"trmlaﬂu.mm,om:isai
Surabaya § : T T ———

ﬁam%dipcﬂ}ha{kan kep'uirHayu . : A
hahiwa untek menjamin p{:lmms:l}: utang Debitor sejumbth —vememmemee e -
Ry... f50-0Cﬂo000=°°.:““ T T T T T

* o

TR I .Z )/k("lilﬂl.th
Witng ying (Ll]).ll d][r‘nlllk.m (11 kunudl.m hari berl: 1&111\.111 p{,l‘lel}ldn utang-
putang tersebut di atas dan pcn.unhlh.m p('mlnhm perpanjiogan seria

pembiruannya (wcl‘ln]uln i (hs('hul perjanjian utang pml.mg) sampai sejumiab

AKTA

Nilai Tangpun 1nsches'1r]\§ '000'000!0‘3
( dun rat :;u. 1-u:§: L.h . a-ame e
T SRR T T T ),
3
l
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|

S aleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan
?ﬁlv.mm*@__g_ upayd e Pihak Kedua, yang dengan ini; menyatakan mcmmmnyq Hak 'I’anggun;_,an
0017‘4311 digoret satn ke~ 27 yang diatur dalam Urdang Undang Hak Tanggungan dan pcntumn pcmtur'm
ta digantd dua leatse = oo ccnnannya, peringkat ke . L. (. Bordemn. s e )

L atas ob yck;’ohyek obyek berupa : —-ewemer. —rmarean

]
i

« ofme (e Batl e ) Hak dl'l‘: t.ll‘l'\h/[—I‘lJc{—MHi-k——}\c{—d%-Sd{Uﬂn-Rim]ﬁl‘.

Susun vang diuraikan (!1 lquh ini :---m- o moemamn - -
. T ’\

. Ililk...(}z;;m‘limgm;m . Sertipikat Nomor : 4?4/‘ v
terdaftar atasnama S’I’I&.ﬂ(};w——ww-“-‘-—*ﬂw"W ~

1 - ' S \.'

o Nak-Mitik-Atas-Satuan Rumah-Susut-Sert pikatNomo e mmmmmn

terda fldl-.i{.{‘\l\.1IllJ-,.—.-r.-ﬁ-.7::m.ﬁ-;.-.',-_-,'.-.:-;,-,'.-...'::-.'.j.‘.'.: ............ —* SIS
. l'I .

yang letak, batas-batas dan luas tanahpya dinraiks an dalum St
Ukur/Gambar Sim:lsi/Gamhai;DamJlmu:qnt Sa ) };a,.;-,., \10?
L Jund perdtu. ssnbiton saban. sadan vl anon, 12981

Nomor  ..3228/1G96.5. smmmmmwmeen T T LT Ams
}.J.ug.dlpcmleh oleh-Pihak-Per AN A-DETGHUSRTKAD . & ot e e mecboen

Ser tlp1kn1 tm schut discrabikan kepadasaya unluk kcpctluan pul}lnftfu an
pu4hlmn hak-satas-tanah—dan—pendaftarin ik l‘mggung‘m yang,
diberikun d(‘ng:m ‘tku PN e -

e
.......................................... __W_ﬁ_...r.-—-'*"" AL ILITIT ISP ERIRN
sstuji corolan pada o meter p{ 1\(”1) tee l({uk dw weeenndy
-~ N ‘\
alaman el eeeee———— . |.S WA e I__ —
halanan dnis - hesa/Kelurahan eIpIANY. % B e e oo
. . 3 L .
Kecamatan ©ox :Kn,'i.i?.akc&'_,. e rrers mertas et e -
! . . . ol . B | .
. N
. Ks 1hup’1lcn/i'\m.dmdd.‘, B T A
' R AL
: PIODII‘HI [ . ddewa. Timr. 5. -"“"f]:—
i I.." - ! I J,' ‘\_
dengenbatis s e
- Utara PO SRUURU T 1.-‘1'..."1\(_‘._,.
STHRUE T e e e T ; ........ g S,
- Selatan ' .
‘ -BErat—
L]
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yang olefi Pibak Pertama dinyatakan sehagai miliknva, sclanjutnya alat
al L’Iﬁikli tersebut discrahkan kepadu says untuk keperluan pendaltaran
Agnahnya dan-peadaftaran Hak-Fanggungan tersebul di-alag—————s

Pemberian Ilak Tanggungan tersebut diatas melipith juga @ -veemmmmmemmeers
e carais gaBuntu yreage myinh aban yuog d:u:-s_::n:_:dian hoxd Jidbanme: =

4o tmsah Loroebul, yuog commud pifat,

Untuk sclanjutnya hak atas tanah / flak Milik atas Satuan Rumah Susun dan benda-
benda lain tersebut di atas discbut sebagai obyek Hak Tangpungan yang oleh Pihak
Pertama dinyatakan sebagal miliknya, cvmememmmmsrmronen e

Para pihak dalam kedudukannyasehagaimana tersebut di atas menerangkan,

baliwa pemberian Hak Tanggungan tersehut disetujui dan diperjanjikan dengan
ke{cnlunn-kclentn:m“schzlgai Yo 1/ | ARSI S - T

----- e L1 E - B S EEEEC

Pibak Pertama mengiunin bahwa semua obyck Ltk Tanggungan tersehut di
atas, bewnl milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu senpgketa, hebas daci
sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapuin, —---o-oom e e

w
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E L ';'.ADI'.N'-P:érpus'takaa_n U_niy'er;sitas: Airlangga.

gy Eul;;‘""'-"""?:".%ﬁﬂm mm _________ o R T e
ronlotuty dalam pes P asal 2.

an torsotud dlatagm '

all baxdonaritnn s tak Tanggungau tersebut dl atas diberikan ofeh Pitunk Pertania dan diterita

blasaan yang WER e .0 Piluk Kedia dengan foji-jaaj yang disepakati oleh ked na betaly pitiak sehagaimana
elntoy i Bank donpan

i atas tanah m‘oag-ai.”””’m“m di bavwak ini s e e ity

wtdnan atas poluacan - ‘
daney/ odea hutongnye
sk nene, FOl@d o8 wwm=re Debitor dipat melakukan pelunasan ut: g yang dippmindengan Hak lan%un&, -

stugu gorotan peda = o denean carnangsusayang-besasaya sama densan‘pilaimasing masing

zléoﬁminéﬂ!%‘inx;{;t; ::. hak atas (anah yang nmruﬁmﬂm&mn dari obyck lak Tanggungan yang ikan

arnobut Jindns, = discbut di bawah iai, dan ‘yang :imm*haﬁ]wn‘;!ﬂk ’1‘;1:1ggung:m
tersehbut, se ]mw" a kemudian Nak Tanggungan itn hanya mémbehaa] ﬂis.l obyck

HadBnpunagan-watik-menjaai asisa-tutang-yung-helu a- dslun;m e

- Obyel Hak Tanggungan wostg v (1) Sorhl et Tk O b
RESTETRA Yo MR NI A w0 s/ lokapahan Toepisied teneatiat Elatag wee
dengan nilai Rp. ""ROOQO‘CCF.OC{),GW"””"“"“‘ .......... i e s o o
{ CauA 1‘{{ e ,ju‘ta. "‘L{{?iﬂh .............. b -

- Datam halebyek Uak Tanggpdgan kemudian dipecak sehingga llak Tanggungan
memhebani beberapa l'épnl:ls tanah, Debitor dapat mg,!aku A pelunasan
atang yvang difaminAdengan ffak Tanggongan deagan cara angsuran yang
besarinya sama dedgan nilui masing-masing lak atas tanalt terschut, yang akan

_ dihebaskan gati Hak Tanggungpn, sehingga kemudian Uak “Tanggungan itu
- e et P . .
sotuju toratan padas hanya mpihehini sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisic utang
l\alamn MQ " ,
- 3.;i1yadum dilunasi. Nikti masing - masing hak alas tanah tersebut akan

L A:l)cnml\m berdasarkan ku;op,lk:sldn antara Pihak Pertama dengan Pihak
E\L\{’CITT T T Tttt T mEEeTETEs T ""___"___'h--‘- ''''''''''''''''''''''''''
8}
AKTA
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L.

- Fhak Pernoma tidak akanmenyewakan kepada piluk g obyek Hak Tanggung:n
tnpa persetujuan tertulis teriebily dahulu, dari Pihak Kedig, leemasnk
menentakan atan mengubah jangka wako sewit dan/ atan menerima uang,
sewsdimuka ik disetupui disewilion o sudah disewiakan | e oo

Cihak perime frdak dkan meogubalt atiu merombak senma bentuk iau 1at
susiiny obvek Hak Tangrongan, termasuk mencabali sifat dan tujuan
Kestrarnyi bajl selurahnya manpun sehagian, Gingnt |u3|‘su|uj1|;1'n tertutiy
terlebily dahalu dioe Pihak Keclia ) oo e s e

Dxbon T Debitor sungeub-sungguly cidern pingi, Cibak Kedua alel Pillk

Percinet dengan akt ine dibert dan menyalikan menerima Kewenangan,
f

e nntuk itu Kuasa, untuk mengelofa obyek Hak Tanggungan berdasarkan

Penvtapan ketua Pengadilan Negeri yang dacralr hakmnoya meliputi-letak

ohyel T Tapggongan yang DersiigRnbian | e e

T

Tl Bebiros tidak mcnﬁar_mhi kewiajiban unod melunasi uianginya, becdasarkan
perpingivn uting-piutang tersehut di atas, oleh Pibak Pertama, Pihak Kedea
selaku Pemegang Jak Taogguogan Peringkat Pertiwma dengan aktaini diberi
dan menyatikan meperima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk Gopa
persciujuan teciehil dahubu dari Piliak Pertiima

menjua bty surnhe menjuad di hadapan nmum secra lelang obyek Hak
Tanggungan baik seluruhaya mavpnn sehaghul Sebg i e
mengatur dan menctapkan wakew, tempat, cara dan syarat-syaral
LTS Y S — :

menerima wng penjuadan, mengnda tangani dan wenverahkan kwitansi ;-

dmenverahin apa yang difual itu kepada pembeli yang hersangloutan ; ----
mengzmbil dari vang hasil penjuadan it seluruhny: a schagian nntuk
melunast ntang Debitor tersebut di atis 5 dan -
melikuxin hal-hal lain yang menurut Undang - Undang dan peraturan
hukum yang berlaku diharuskan atan menurut pendapat Pihak Kednoa
perhudilalakan datam rngkp melaksanakan kuasa tersebul. -

ARTA

Hak Tanggungan Sebagai ... Soebianto

R IR



Ny

,_
e

Tesis

. IADLN ‘-:Pérpp:s_tak_a_a:n_Qr)ivérs'it_qé Airlangga. ,"

Pilih Kedua sebagai pemepang flak Tanggungan Pertnmgt atas abyek 1k

Tanggungan tidak akan membersibkan 1k Tangguogan terscbut kecuwal
dengan persctujuan dar Temegang [ak Tangguagan Kedua dan scierusaya,
walaupun sidah dicksekusi untuk pelunasan pintang Pemegang Hak T .mghnny’m
D 1) e emmmmmmamees s mse oo e oeneesereessis

Tanpu persctujuan tertulis teclebih dabubu dari Pihak Kedua, Pihak Pertanl
tidak akan melepaskan haknyaatas obyck Hak Tanggnngan atau mengalilikannya
seeara apapun untuk kepentingan Pihak Ketigi ; ---mmmmommsmmemessmmemmnmr o coe oo

Dabam habobyek Hak Tanpgungai dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau
dicabut trknyi untuk kepentingan v, sebimge ek Pitaek Pertann abis

obyck Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua denpan akta ini oleh -Pihak,

Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk i kuasi,
untuk menuntit atau menagil dan menerima vang ginti rogi dan/atan segala
sesuaty yang karena ity dapal ditagih dari Pemerintah dan/ataw Pibak Ketiga
Laintya, untuk ity menanda, tangani dan menyerihkan tinda penerimaan uang
dany melakukan tndakan- findakan yang perlu din bergnna serta dipandang

buik ofch Pihak Kedua ser 1a selanjutnya mengan bl seluraliatau sehagian vang
wanti rogi dan fain-lainnya tersebut guiit pelunasan plutangnyi, ---------—-------

Pihitk Pertama akan mengasuransikan obyek Hak Tangguogan terhadap
bahiya - bahaya kebakaran dan malapettka ladn yang dianggap perlu olch
Pihak Kedua dengan ‘syarat - syarat untuk svatu jumlah perlanggungan
yang dipandang cukup oleh Pihak Kedva pada perusihaan asuriansi yang
ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat  polis  asuransi  yang
hersangkutan akan disimpan’ oleh Uihak Keduwa dan Pihak Pertama akan
membayar premi pada wakto dan sebagimana mestinyan; Dalam hal terjadi
keruginn Karena kebakaran atau malapetaka lain aas obyek Hak Tanggungan
Pihak Kedua dengan akta inf diberi dan menyatakan menesima kewenangan,
dan untuk itn kuasa, untuk fnenerimi selurnh atyu sehagian vang ganti
kerugfan asuransi yang hersagkutan sebagai pelunasan ut:lhg Debitor ;) —-----

Pilak kedon dengan akta ing dibery dan menyatakan menerima kewenangan,
dan untuk it diberi kuasa atos biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang
diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan obyck
ad Tanggungan, jika hal ftu diperlukan untuk pelaksanaan cksekusi atau
untuk mencegal menjadi 'llﬂpl‘l.?:['l}'ﬂ atau dibatalkannva hak atas obyek

AKEA
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T llnk lnn%unbm karena- tidak dlp{.nulnnyl At (1|lun }-unyt ketentuwan -
'f Und‘ln;J un(lang ﬁcru ]1k1 dmu!uk \n mcngmm pup un} mg‘m ﬁmbkd waktu

hm ko 1cnt1ng'1n untuk mclihat obyck liakanggun&,m ¥ -.ng h(.r'a.mgkut'm p&(ld

D waklu, yang ditentukan olch Piliak chml dan segera mcnbmongk‘m ataw o7
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sadu vootan pada

oman inde o

oy semua biaya dan menerima segala wang _pembayaran serta melakukan segala -
tindakan yang perlu dan berguna vntuk melaksanakan janji-janji tl'm ketentuan-
Kelentuan terSehut, —mmrammmrmmeemmm oo s : -
£ ,
NS et e LT I S ———— reame
L Para pihak dalam hal-hal nengenai Hak Fangguagan tersebut di atas
_ (l(.ng'm ‘}Cg'il.l Akibdtnya memilib domlsm pA(!A.‘.T.’.:n’a‘i‘-O:" Tanitera.. I‘ongadﬂau
| iMngoph. Joubor dd Jombum § st e
10
AKTA ,
S Lo ——— Voo

. B . .., :ADLN - Perpustakaan Universlitas_ Airlangga

L QY

------------------- ..---_--__Q_--___-.---.--;_-.‘. T T S

Untuk l'llCl’lk‘s’ll’l.ll\'lﬂ 3.111]1 janjidan I\ctuun n-ketentnan qcl)‘lga;mdm
diuraikan dalam pdsal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memheri kuasa kepaga
Pihak Keduva, yang IllCl‘lY’lt‘lk"ln mcnermnuya untuk mvm-h.ul ap di hadapan pejabat
pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan kelerangan, menanda tangani
formulir/surat, menerima segala susat berharga dan liin surat serta membayar

Hak Tanggungan Sebagai ... Soebianto
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v

Binya pembuatan akla i, wang saksi dan segakic biaya mengeni
pembebanan Hak Tanggungan teesehbut di atas dibayar eleh Fihak Fortana,. ww

I\ .
Akhirnya hadir juga di hadapan sayq, dengan diladirt oleh saksi-siksi

vearre sam dan akan disebutkan pada akhir stk it s eme e o oo
Tual SUQLHG TJANMDRA terasebub, -

yang menerangkan telah mengetabii apa yang dinraikan di atas dan menyetnjui

pemberian Hak Tapggungan dalim akia inl ssesossmsmee s e
Demildantah akia ini dibuat di hadapan para pihak dan® @ e S
i YUK 3RIL rI."mDAstIII. 3 _ -

dan hert,mkzat; tmlpal as Ja;aoer.

.................................................................................................... e e e
tu

sehagai saksi-saksi dan setelah dibzeakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti
kehenaran pernyaiaan yang dikemnkikan oleh Filink Pertama dan Pituk Kedua
tersehut i atus, akta ind ditanda tangani oleh Pihak Pectama, Pilak Kedua, para
sukist dan saya, Pejabat Pembuat Akt Vanah, sebanyak 2 Cdwsi} lembar i originali,
satu fembar disimpan di kantor saya, sedang iEmhm L um%\ 2 s mlp tlen kepada
Kepala Kantor Pestanahian Kabupaten /Kotiamadya

AKTA
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wiuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yaog diberikan dengan aktaind.

Pihak Pertama Pilak Kedua
dto, (}_'t O.
(SUGLLE ToANDRA ) (.. SUGLNG TJANDRA
(e e )
Persetuinam
AT 3
Saksi Salkesi
dto, due.
YAYUK unl HATDAYERT HUIa f ¥ X
(et ) (et
ilinan Lnl ciberikan Pejabat Pembuat Akta Tanah

dengaen ASLINYA
M DweBUAY AKTA TANAH

dso,
Gap PPAT

[Tt DJ(!.I.-E.LI.-L COLLELLIUS S3TANDAL, Sh
....................................................... ]
TCRNELIUS, IS VAEDAR, Sh
.o 12
' AKTA
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Nomer: 373/Fks.Hpr/1998/PN.Sby.

[
¥
1

“ PDEMI KEADILAN B_ERDASARKAN KETURANAN YANG MAHA ESA“
Kami, Xetua Pengadilan:*NegeriiSurabaya | ———=~———-==7-—7~
oo TS : : L
Membaca surat permohﬁnén-tcrtanggal 9 Desember 1998, dari
Sdr . SUCENG TJANDRA - Splakhk?imptnan-Cubung.PT.BhNK UMUM TUGU
selanjutnya disebut sebagaill’ ---—-=-————>--- - PEMONON EKSEXKSUL
pada pokoknya mohon pelaksanaqn Sertifikat lak Tanggungan No.2634
/1996 tanggal 8 Juli 1996%héserta Akta ‘Pemberian llak tanggungan -
No.20/Rungkut/1996 tanmggal 19 Juni 1996 yang dibuat dihadapan
Notaris/PPAT : WINADI WIRANATA, SH., ; —=-r——--r—wo-——omooo—eseos

Membaca pula turunan Sertifikat Hak.Tanggungan beserta. Ak—
ta Pemberian Hak tanggungan tersebut diatas, yang aslinya diperli
hotkan pads kami beserta bukti bukti lain yang dilampirkan dalam
berkas permohonannya ; ~———smesemmo oo ———memo s oo oo mesmmm oo o

Meimbang, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan No.2634/1096 -
tanggal 8 Juli 1996 tersebut berirah—irah :."DEMI KEADILAN BERDA-
SARKAN KETUNANAN YANG MANA ESA"™ disertai Akta Pemberian Hak Tang-
gungan yang memenuhi syarat syarat-.sebagai suastu Grosse Akta se-
lingga mempunyai kekuatan eksekutorial, karenanya harus dinyata-
kan da-pat dijalankan ; ———==—————o——s—————e- RSB ey

Menimbang, bahwa jumlah gesuai: Sertifikat Halg Tanggungan: —~
pada saat diajukan adalah sebesar Rp.90.000.000,- sedangkan hu-
tang sesuai R/K adalah sebesar Rp.l104.623.607,83 | =—-=-—---——7--"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas per-
mohonan Pemohon dapat dikabulkan ; ——~-———=————=m—————————m—oo

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Termohon Eksekusi harus
dipanggil guna diberi teguran untuk melaksanakan isi Sertifikat
tak Tanggungan beserta Akta Pemberian lak Tamggungan tersebut se—.
suai dengan keltentuan yang berlaku ; —————=--——w-—--weso———————— - '

Memperhatikan pasal 14 Jo 20 (1) undang-undang Né.&/lggﬁ‘
Jo pasal 224 HIR Jo pasal 196 HIR,, ; =-———==————-——————~————r———~

MENETAPEKAN

Mengalbulkan permohonan Pemohon terscbut diatas ;] e

Menyatakan bahwa Sertifikat Hak tanggungan Neo.2634/1996 -
tanggal 8 Juli 1996 yang berirah-irah : " DEMI KXEADILAN BERDASAR
KAN KETUHANAN YANG MAHA ESAY beserta Akta Pemberian Hak Tanggung-
an No.20/Rungkut/1996 tanggal 19 Juni 1996 yang dibuat dihadapan

Tesis Hak Tanggungan Sebagai ... Soebianto
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rﬁotariS/PPAT : UINADI‘WIRﬂﬁATA , SH dapet dijalankan § —-—-==——7~

Memerintahkan kepada Panitere Pengadilan ncgeri Surabaya
atau jlka berhalengan dapat menunjuk orang lain yang dipandang ca
kap untuk memangpil kepada :

~ Sdr. NN - berolsmat di Jl.m

/%6 Surabaya.

Supaya pada hari ¢ R A B U 'Tanggal : Qt} (jf\hﬂki\ﬁkk \§£39 |
Jam ; 09,00 WIB. menghadap Ketua Pengadilan Negeri Surabaya guna
diberi teguran (aanmaning);agar ia/mereka dalam waktu 8 (delapan)
hari sejak teguran diberikan, segera memenuhi isi seperti vang
tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan No.2634/196G66 tanggsal B -
Juli 1996 Jeo Akta Pemberian Hak tanggungan No.20/Rungkut/1996 -
tanggal 19 Juni 1996 ; ——cm— o A

Demi?}an, ditetapkan pada hari ini
-~ / .
3 fé%&xék¢vé;k_g

kami ¢+ M., ARSYAD SANUST , SiH - Xetua Pengadilan Negerl Sarabaya

Tanggal 1900 Sembilan Puluhb Delapan, olelh

. |
ARSYAD SANUSI , Sl
NIP, 040011164

Beaya—beavya

Meterai ---—-—- Rp. 2.000,-
Redaksi ————-— Rp. 1.000,-
Jumlah  —-—-——— Rp., 3.000,~
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PENGADILAN NEGER! SURABAYA ' o
JU RAYAC ARGUNDG ND Ja"IIG— 14

{ELAAS I’z\ NG G ]l /‘N

No. Ol/RERs/NT/1097

A s mbX 97
Sarla harn o inn o AL~ tangyal o . 2 : 19
Fayve o RIUNQ SUnaGYO Jurusia Ponggontl Pongoditan Megstl

. o
Surabaya, wuntuk dan atos printah Bapak Ketua Pongadilar Negerl tarsebut guns-

munjalankan pukarjaan lnd

Ndr. WEES dnholu SETETEREEEN, iocnlomnt i J1. IR
R :o:obnyn, sclonjulnyn discobut: sobagoi.. v
-,Jl ' LI

TERMOTION LERalKus] I,,'; i SR Cow _L'; _

TELAH MEMANGGIL KEPADN @ 7 v

supaya mengladap Bapak Motva Pengadilen Negeri Surabaya ‘padoﬁ hael
on oy
. 21 Mot 1997 jnr” Q8 30 wWin.

[V VI o1 13141 ¥ F1 1 St e

gurlunys hudic guna  dibsrixeo toguran agar dolam  wektu yang dlitotepkan menurut |

tkto erj.teidit demggan Pémboring jnmin:\n
Viiddang - Undang melaksanakan :_____.,___,___._._____ _______ . .

Ao yare tercontum_nuli padil Grose—grose. qcx_t.,i_uilmt Higotik &0 ; BOG/
S, 2L arustus 1995 jo.obkite Hipotili nQ.od.i .}.:L. maLlyiﬁnLk~8~1 005

Adanun pokean ine saomblt maninggetken twrunan folans [Jan{}gilnn int Eavag

r .

]afarﬂ'a'u nlu.am.rl tersebit diglivs diseny says berlema thn beorbicara
. /"//\/\u"\ A% BN/ RS ‘/’/ ULy 7 s /L. - //’\2 ’(/"j cglew
75,4g,' _,/rf ((40,1 /\Q/A TPV P YN ﬂlcl.x,-— f“l./‘t—ﬂ-« A _,(‘,«erh«
D il 1 i ley 1 Lo / o H/ VA . / ;

it

; L lm“ h! G%M‘M,rﬁ‘ ok

Bear Alamat torsebutl distas
meguk Wilaysh Kel .Bohakwijeman,

curabeyo, r
Romors M/x//% 402494.,02403/ 1997 — a

sztrta}mi
a/n,i TR
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LB AVA M
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& rr— - e

AN BEHD SARKAN LET Uit ANAN YA pu.:\nm;__r,_

Metnbaca sural pernohiotn tetlanggal 17 Apiil 1997 durt Sde BUDLAT O
SETTAWAN, CS. Vimpinan Cabang dag hectindah atas naaa PEBANL THOU
CABANG SURABAYA  schugatuyn disebul selaigal Panahuo Bl kusi, duliag
punmlmu e rersebut patl,t pokokoyi mohon e kand aeteralkiae sifa eksekis
[whml ap bivaaog-banaog milil Tenoboy, dhalan P |I\ TR L TP TR

|3 T_-. BANK vUGU CABANG SURMBAYA L Lo b B i’l*‘,%\-l.t’)lli #i'l,
Mekawan: |

:‘hlrlr _ dahuly — .. ........ e e Tl DNV OY IO ;

Yan’fg antara bainn Derupaes =« - - == oo s o e e - SR

- SJPi(l:mg el U Lal: Guna Basgoaan poiner 7H celin 348 0] evbatall do Kofimdy
Surubayn, Desa Sonokwijohan, lelab jolorn tmu.n dala (u;-..iull S1Aust Noine
1071981, rdatlon wlos acunn R Goilano berthul soda contaba Uik oy
kini tebals wanpun yang Leluk skon berdiey, fortanany dan letak diabienya s,
larena jents sifil dan porgstnkaniyi vy bt dipandang, -cbagat Doada ek g

rutetnpal dil ol .\lmgu vateals s by bt N b - - -

. Membacas puti surid stcil bukli yapg dilspickan dafan |1-.|1|mlm||.m IR

dan bul}ulb putari ying bevsanghiton - - - - - R T L E R

Meuentimbuang, bulwa adasan periwmohonan, Poohon falall Lacems Lingaga ki
Termolion behin T e ldesiahann Rewanjibinea cesund dengaa Orosse Serbili
Wipoik  Nos9w 1995 Bogead 21 Agmang 1995 o Al
NO?./‘{{}l;zlti.)’] "_.}!.),.'s‘. P T R R R B el T R it

"Meninlemg,  balwa berdusackon peoctipioa frant lngysd 59 SNTINT B ST
No 6170 150 10972 NShy, Ciraesd Ser it Tipohk?d Alkde Dinetde et it
fama pyaedakas dapab dipnbinbine; m e s se e s s e e e e

Menimbuay, babwa bendasakon penctapaa oy Begeal 1 Sppal du,
No.61/ ks /1w A Shy, Deinolen iedish kaoa wevhan Wogaraa Gradiviaiting) s
dalain wasklu ying dilentofan neaurdd Uindiagg- Uiy pvnenaht koweagpifinmyn 5 - - - - -

Menimbing, Laliwg stas feguran fesebul Teaasion dak Lt walanpun 40 bl
dipangeil deugn patul sebigatians velmo panggiban aclanggal 25 Mot 1927 Joliat
demikiun s dionggap el ditegr s <= - - - o o0 e e

Tesis -~ ‘ Hak Tanggungan Sebagai ... Mennidueg. .o



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

-Meninibang, balwa berdasarkan bal- had tencbad disibie, nadoa cnkap stavim By
ki imhik mengaballian penmohonus Pasohog {(.1;{(111;_; preaylaan clackust Lrsebut

¢ Memperhiatkao posal 197 (1) HHLyo, puasal o {Ju(!;mg;—liuélun}; Nmn(él‘ 19s0

dany Undang Undang, yang boesioghubin - - - - R

i MUENBETAPLAN:

I - .
h Meng.tlnllkdn [m'[nulmu.m 'eniohon {L‘lmblll R I PRI
-l L :

i Memeristabkan  kepuda - Panitora Pepgadiban Negerl - S .llm\ o, aban iil;.'
bulquluug.m dapat e fllliulll( orang lain yany i g calsip dlenzan dirtin olel 2
(dug) orany sult yuug megnenuli symal antok el dobea st elnebmst e lonkyy 0 -

1

- Sebiding Caah Lol Guu o Bt o 71, el 348 w2, terlelale th i\'hl‘uu’lel;.'él-

Sarabaya, Desu ‘mrzolf.wl[uum lebit jebos ferwal dalmes Ganbiar Sivast o
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;uyu: Bmm%QNG HALUYOIATI, Pegawal Pengacadilan Negoeril burabaya Yt
ditunjul ‘damn  atas  porintah darl kapak’ Kelua Pe gt ban Magon 3
Burabaym'éebagai JURUSITA PENGGANTI.
Dopgan discortai o eleh 2 ( Jdud ) orang caksi yaitu:::
1. DARMANTG DACHLAN dan 2. HATHEUS D.S HERY
Reduanya adalale egawal Pongads Lan Megairi Sarabeaya, telal poergl bee
Jalan Kupang Baru III/28 Surabaya ; -=e—mee rw——ﬂmuw—mwwquﬁw—w»-v
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- Sebidaﬁg tanah Hak Gupa Bangunan No. 71, seluas 248 m2, Lerleblak
di Kobtamadya SGrrabaya, Desa conokwijenan,  lebih jelas  terurai
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ebagai pory impar/eanyaao barang vy telale disiba eksokin
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“Wlnﬁlo uLTIAﬁnW CS., Pimpipan Cabang| dan bertindak qntuk
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